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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perancangan dan implementasi
strategi dalam penanganan narkoba di Polresta Kota Palembang dengan
menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Permasalahan utama yang
diangkat adalah belum optimalnya efektivitas penanganan narkoba yang
ditunjukkan oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga,
serta belum terintegrasinya strategi secara komprehensif. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi dengan melibatkan informan dari BNN dan Polresta Kota
Palembang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan kerangka Balanced Scorecard
yang meliputi perspektif keuangan, pelanggan (masyarakat), proses internal,
pembelajaran dan pertumbuhan, serta risiko strategis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perancangan strategi belum sepenuhnya optimal. Pada
perspektif keuangan, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam
pengembangan program. Pada perspektif proses  internal, koordinasi antar
lembaga masih belum berjalan secara efektif. Pada perspektif pelanggan,
partisipasi masyarakat masih belum maksimal. Sementara itu, pada perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia
dan pemanfaatan teknologi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pengelolaan
risiko  strategis belum dilakukan secara sistematis. Penelitian ini
merekomendasikan penguatan kapasitas organisasi, optimalisasi proses strategis,
peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan manajemen risiko yang lebih
terstruktur. Dengan demikian, diharapkan efektivitas penanganan narkoba dapat
meningkat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Manajemen Strategi, Balanced Scorecard, Narkoba, BNN,
Kebijakan Publik



ABSTRACT

This study examines the strategic management of the National Narcotics Agency
in addressing drug-related issues within the jurisdiction of the Palembang City
Police by employing a Balanced Scorecard (BSC) framework. Despite the
increasing urgency of drug-related crimes, existing strategies remain insufficiently
integrated, leading to suboptimal outcomes in prevention, enforcement, and
rehabilitation efforts. This study addresses this gap by providing a comprehensive
analysis of strategic design and implementation within a multi-agency public
sector context. A qualitative case study approach was adopted, utilizing in-depth
interviews, observations, and document analysis involving key stakeholders from
BNN and the Palembang City Police. Data were analyzed through an iterative
process of coding, categorization, and interpretation, guided by the four BSC
perspectives—financial, customer (community), internal processes, and learning
and growth—extended with a strategic risk dimension to capture environmental
uncertainty and policy dynamics. The findings reveal that strategic management
remains constrained by limited resource allocation, fragmented inter-agency
coordination, and insufficient community engagement. Furthermore, the absence
of systematic risk management and data-driven decision-making hinders adaptive
strategy implementation. Importantly, the study identifies a misalignment between
strategic planning and operational execution, indicating a critical gap between
intended and realized strategies. This research contributes to the literature by
integrating the Balanced Scorecard with strategic risk and policy implementation
perspectives in the context of drug control governance. Practically, it proposes a
strategic improvement model encompassing a strategy map, key performance
indicators (KPIs), and a multi-year implementation blueprint to enhance
organizational effectiveness. The findings offer actionable insights for
strengthening collaborative governance and improving the sustainability of drug
control strategies in public sector institutions.

Keywords: Strategic management, Balanced Scorecard, drug policy, public sector,
governance, Indonesia
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan
fenomena global yang terus mengalami peningkatan dan menjadi ancaman serius
terhadap kehidupan manusia. Berdasarkan laporan United Nations Office on
Drugs and Crime, jumlah pengguna narkoba di dunia mencapai sekitar 296 juta
orang atau setara dengan 5,8% populasi usia produktif (UNODC, 2023). Kondisi
ini menunjukkan bahwa permasalahan narkoba tidak hanya berdampak pada aspek
kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi luas terhadap stabilitas
sosial, ekonomi, dan keamanan suatu negara. Penyalahgunaan narkoba
berkontribusi terhadap meningkatnya kriminalitas, penurunan kualitas sumber
daya manusia, serta membebani sistem kesehatan dan sosial secara signifikan
(UNODC, 2023).

Di Indonesia, kondisi tersebut juga menunjukkan tren yang
mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil survei nasional oleh Badan Narkotika
Nasional, prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,73% atau sekitar 3,3
juta penduduk usia 15-64 tahun (BNN, 2022). Selain itu, jika dilihat dari kategori
pernah menggunakan, jumlah tersebut dapat mencapai lebih dari 4 juta jiwa.
Kondisi ini semakin memprihatinkan karena sebagian besar pengguna berasal dari
kelompok wusia produktif, sehingga berpotensi mengganggu pembangunan
nasional. Kompleksitas permasalahan juga meningkat dengan munculnya jenis
narkotika baru (New Psychoactive Substances) serta semakin terorganisirnya
jaringan peredaran narkoba (BNN, 2022).

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah Indonesia
telah menetapkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika yang menegaskan pentingnya pendekatan terpadu dalam
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika
(P4GN). Dalam implementasinya, Badan Narkotika Nasional memiliki peran

strategis sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan



melaksanakan kebijakan penanganan narkoba secara nasional maupun daerah
(BNN, 2022). Secara konseptual, peran tersebut menuntut BNN untuk mampu
menjalankan fungsi manajemen strategis secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam perspektif teori manajemen strategis, strategi dipahami sebagai
serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan
jangka panjang organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan
efisien (David, 2017). Lebih lanjut, Wheelen et al. (2018) menyatakan bahwa
manajemen strategis’ mencakup tiga tahapan utama, yaitu perumusan strategi
(strategy formulation), implementasi strategi (strategy implementation), dan
evaluasi strategi (strategy evaluation). Ketiga tahapan ini harus berjalan secara
terintegrasi agar organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan
dan mencapai keunggulan kinerja. Dengan demikian, keberhasilan strategi
penanganan narkoba sangat ditentukan oleh sejauh mana organisasi mampu
menyelaraskan perencanaan strategis dengan pelaksanaan di lapangan.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi strategi penanganan
narkoba masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini dapat dijelaskan melalui
teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980), yang
menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat
variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan
struktur birokrasi. Selain itu, model implementasi kebijakan dari Mazmanian dan
Sabatier (1983) menekankan pentingnya kejelasan tujuan kebijakan, konsistensi
pelaksanaan, serta dukungan lingkungan eksternal dalam menentukan
keberhasilan implementasi. Ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirumuskan
dengan kondisi implementasi di lapangan seringkali menyebabkan strategi tidak
berjalan secara optimal.

Fenomena tersebut juga terlihat dalam pelaksanaan penanganan narkoba di
tingkat daerah, khususnya di wilayah kerja Polresta Palembang. Berdasarkan
kondisi empiris, masih terdapat berbagai permasalahan seperti keterbatasan
sumber daya, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, rendahnya partisipasi

masyarakat, serta terbatasnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung strategi



penanganan narkoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi yang ada belum
sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan narkoba secara efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara
kondisi aktual dengan kondisi ideal dalam perancangan dan implementasi strategi
penanganan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih
komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian
ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana
perancangan strategi  penanganan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional di
wilayah Polresta Palembang, serta merumuskan model strategi yang lebih efektif,
adaptif, dan berbasis pada prinsip manajemen strategis dan implementasi
kebijakan yang baik.

Berdasarkan wuraian kompleksitas® permasalahan narkoba dan berbagai
kendala struktural yang dihadapi Polres Tabes Kota Palembang tersebut, maka
penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis dan merumuskan
model manajemen strategi penanganan narkoba di Polres Tabes Kota Palembang
dengan menggunakan metode Balance Scorecard, yang mencakup empat
perspektif, yaitu keuangan, pelanggan/masyarakat, proses internal, serta
pembelajaran dan pertumbuhan. Harapannya, melalui pendekatan yang terstruktur
dan terukur ini, dapat dihasilkan sebuah blueprint strategis yang tidak hanya
meningkatkan efektivitas penindakan hukum, tetapi juga memperkuat aspek
pencegahan, rehabilitasi, dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan,
sehingga pada akhirnya dapat menekan laju peredaran gelap narkotika dan
meningkatkan tingkat keselamatan masyarakat (community safety index) di
wilayah Kota Palembang secara signifikan dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Hasil dari penjabaran latar belakang masalah yang telah di uraikan maka
mendapatkan permasalahan:

1. Bagaimana merumuskan strategi penanganan narkoba di Polres Tabes

Kota Palembang berdasarkan empat perspektif Balanced Scorecard?
2. Bagaimana peta strategi (strategy map) untuk penanganan narkoba di

Polres Tabes Kota Palembang?



3. Bagaimana mengukur kinerja strategi penanganan narkoba tersebut

menggunakan Balanced Scorecard?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian

ini adalah:

1. Merumuskan strategi penanganan narkoba di Polres Tabes Kota
Palembang berdasarkan empat perspektif Balanced Scorecard.

2. Menyusun peta strategi (strategy map) untuk penanganan narkoba.

3. Merancang alat ukur kinerja strategi penanganan narkoba menggunakan
Balanced Scorecard.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna baik
secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, studi ini akan memperkaya
khazanah ilmu manajemen strategis, khususnya dalam konteks adaptasi Balanced
Scorecard di organisasi kepolisian. Sementara secara praktis, temuan penelitian
ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan strategis dan

perbaikan sistem manajemen penanganan narkoba

1.4.1.Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi
pengembangan ilmu manajemen strategis dan administrasi publik, khususnya
dalam konteks penerapan sistem pengukuran kinerja terintegrasi di organisasi
kepolisian.
1. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan
ilmu manajemen strategis, khususnya dalam konteks organisasi publik
dengan mengembangkan model adaptasi Balanced Scorecard yang

dikontekstualisasikan untuk organisasi kepolisian di Indonesia



2. Penelitian ini memperkaya literatur tentang performance measurement
system di sektor publik melalui integrasi pendekatan supply reduction
dan demand reduction dalam kerangka strategis yang terpadu

3. Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis untuk
pengembangan teori strategic management dalam konteks penanganan

kejahatan transnasional yang semakin kompleks.

1.4.2.Manfaat Praktis

Bagi Polrestabes Palembang, penelitian ini memberikan manfaat konkret
berupa blueprint implementasi sistem manajemen strategis yang terukur dan
komprehensif. Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman operasional dalam
menyelaraskan visi dan misi dengan implementasi di lapangan, mengoptimalkan
alokasi sumber daya yang terbatas, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja
organisasi. Bagi kepolisian secara lebih luas, model yang dikembangkan dapat
diadopsi sebagai best practice untuk penanganan narkoba di tingkat Polres lainnya.
Bagi pemerintah daerah, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk

penguatan koordinasi dan sinergi program P4GN di tingkat lokal.

1.5. Sistematika Penulisan
Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika yang terstruktur untuk

mempermudah pemahaman mengenai implementasi manajemen strategi
Polrestabes Palembang dalam penanganan narkoba menggunakan pendekatan
Balanced Scorecard. Sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab utama yang
saling berkaitan dan disusun secara sistematis.

BAB 1 PENDAHULUAN:

Bab pendhauluan ini terdiri dari:

a. Latar belakang penelitian
b. Rumusan masalah

c. Tujuan penelitian

&

Manfaat penelitian

e. Sistematika penulisan



BAB 2 KAJIAN PUSTAKA:

Bab kajian pustaka atau literature review terdiri dari:

a.
b.
C.

d.

Landasan Teori
Penelitian terdahulu
Kerangka penelitian

Pengembangan hipotesis

BAB III METODOLOGI PENELITIAN:

Bab dari Metodologi Penelitian terdiri dari

a.
b.

C.

d.

c.

f.

Objek Dan Waktu Penelitian
Jenis Dan Sumber Data
Populasi Dan Sampel Data
Indikator Penelitian
Operasional Variabel Penelitian

Teknik Analisis Data

BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN:

Bab dari Hasil dan Pembahasan Terdiri Dari

a
b.
C.
d.

c.

. Gambaran umum Polrestabes kota Palembang

Analisis Data
Analisis Kesenjangan
Analisis Perancangan Strategis Berdasarkan Balance Scorecard

Strategy Map Perancangan Strategi Berdasarkan Balance

Scorecard

f. Matriks KPI Key Performance Indicators

g.
h.

Blueprint Implementasi Strategi 3-5 tahun

Simstesis Pembahasan

i. Rekapitulasi Pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab dari penutup meliputi

a. Keismpulan

b. Saran



BAB II
TINJUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini dibangun untuk memberikan kerangka
konseptual yang kuat dalam menganalisis perancangan strategi penanganan
narkoba secara komprehensif. Penelitian ini mengintegrasikan teori manajemen
strategis sebagai dasar dalam memahami proses perumusan, implementasi, dan
evaluasi strategi, teori Balanced Scorecard sebagai alat analisis multidimensional
dalam mengukur dan mengelola kinerja organisasi, serta teori implementasi
kebijakan sebagai pendekatan untuk menjelaskan dinamika pelaksanaan strategi di
lapangan. Integrasi ketiga perspektif teoritis tersebut memungkinkan penelitian ini
untuk mengkaji permasalahan secara lebih mendalam, khususnya dalam
mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal dalam

perancangan strategi penanganan narkoba.
2.1.1. Manajemen Strategis

Manajemen strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan
yang digunakan oleh organisasi dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta
mengevaluasi strategi guna mencapai tujuan jangka panjang secara efektif dan
efisien. Dalam konteks organisasi sektor publik, manajemen strategis tidak hanya
berorientasi pada pencapaian kinerja internal, tetapi juga pada penciptaan nilai

publik (public value) serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara konseptual, manajemen strategis mencakup tiga tahapan utama, yaitu
perumusan strategi (strategy formulation), implementasi strategi (strategy
implementation), dan evaluasi strategi (strategy evaluation) (David, 2017;
Wheelen et al., 2018). Ketiga tahapan tersebut merupakan suatu siklus yang saling
berkaitan dan harus dijalankan secara terpadu agar organisasi mampu beradaptasi

terhadap perubahan lingkungan yang dinamis dan kompleks.



Perkembangan literatur terkini menunjukkan bahwa manajemen strategis di
sektor publik semakin menekankan pada pendekatan yang adaptif, berbasis data,
serta mengintegrasikan teknologi dalam proses pengambilan keputusan (George &
Bryson, 2025). Selain itu, organisasi publik dituntut untuk memiliki kemampuan
dalam mengelola sumber daya secara optimal serta meningkatkan kapasitas

kelembagaan guna menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Gambar 2.1 Proses Manajemn Strategis

Proses Strategis

Cormls I < T
Evaluasi Strategi

Mengukur hasil dan
melakukan penyesuaian
yang diperlukan
terhadap strategi.

Menilai lingkungan saat
ini untuk memahami
tantangan dan peluang.

Implementasi
Strategi
Menyusun strategi

berdasarkan wawasan
dari fase penilaian.

Melaksanakan strategi
melalui tindakan dan
inisiatif konkret.

Sumber: Diadaptasi dari David (2017) dan Wheelen et al. (2018)

penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa penerapan manajemen
strategis yang efektif mampu meningkatkan kinerja organisasi publik secara
signifikan, khususnya dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan
kualitas pelayanan, serta penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(Amran, 2025). Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi manajemen
strategis di sektor publik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti

keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum



optimalnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengambilan keputusan

strategis.

Dalam konteks penanganan narkoba, manajemen strategis menjadi
pendekatan yang sangat relevan mengingat kompleksitas permasalahan yang
melibatkan berbagai aspek, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan.
Penanganan narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan
strategi yang terintegrasi, adaptif, serta berbasis pada analisis yang komprehensif.
Oleh karena itu, penerapan manajemen strategis diharapkan mampu meningkatkan
efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program penanganan narkoba,
sehingga dapat memberikan dampak yang lebih optimal dan berkelanjutan bagi
masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis
memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi
sektor publik, khususnya dalam menghadapi permasalahan kompleks seperti
penanganan narkoba. Pendekatan ini tidak hanya membantu organisasi dalam
merumuskan strategi yang tepat, tetapi juga memastikan bahwa strategi tersebut

dapat diimplementasikan secara efektif dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Manajemen strategis pada organisasi sektor publik tidak dapat lagi dipahami
hanya sebagai proses administratif yang bersifat linier, melainkan sebagai suatu
pendekatan dinamis yang menuntut kemampuan adaptasi organisasi terhadap
perubahan lingkungan yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Secara
konseptual, manajemen strategis mencakup tiga tahapan utama, yaitu perumusan
strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi (David, 2017; Wheelen et al.,
2018). Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa kegagalan organisasi
publik seringkali tidak terletak pada tahap perumusan strategi, melainkan pada

lemahnya implementasi dan evaluasi strategi secara berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Jurnal Administrasi Publik
Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa banyak instansi pemerintah masih
terjebak pada pendekatan formalistik dalam penyusunan strategi, di mana
dokumen perencanaan disusun secara administratif tanpa diikuti dengan

implementasi yang konsisten di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan Jurnal
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Kebijakan dan Administrasi Publik UGM yang menyatakan bahwa kesenjangan
antara perencanaan dan implementasi strategi menjadi salah satu penyebab utama

rendahnya kinerja organisasi publik di Indonesia.

Secara kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan manajemen
strategis di sektor publik masih menghadapi problem struktural, seperti lemahnya
integrasi antar unit kerja, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta
rendahnya budaya berbasis kinerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
keberhasilan manajemen strategis tidak hanya ditentukan oleh kualitas
perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam membangun sistem
implementasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis pada data serta evaluasi

berkelanjutan.

2.1.2. Balance Scorecard Sebagai Manajemen Strategis

Balanced Scorecard (BSC) merupakan salah satu pendekatan manajemen
strategis yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan sistem pengukuran
kinerja tradisional yang cenderung hanya berfokus pada aspek keuangan. Dalam
perkembangannya, Balanced Scorecard tidak hanya digunakan sebagai alat
pengukuran kinerja, tetapi telah berevolusi menjadi suatu sistem manajemen
strategis yang komprehensif yang mampu menerjemahkan visi dan strategi
organisasi ke dalam indikator kinerja yang terukur dan terintegrasi. Menurut
Kaplan dan Norton (1996; 2001), Balanced Scorecard terdiri dari empat perspektif
utama, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal,
serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Keempat perspektif tersebut tidak
berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam suatu hubungan sebab-akibat
(cause and effect relationship) yang menggambarkan bagaimana peningkatan
kapasitas internal organisasi akan berdampak pada peningkatan kualitas proses,
yang selanjutnya mempengaruhi kepuasan pelanggan dan pada akhirnya
meningkatkan kinerja keuangan organisasi.

Dalam konteks organisasi sektor publik, perspektif keuangan dalam
Balanced Scorecard tidak semata-mata berorientasi pada profit, melainkan lebih

menekankan pada efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas anggaran,
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serta keberlanjutan program. Sementara itu, perspektif pelanggan lebih difokuskan
pada tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang
diberikan. Perspektif proses internal menitikberatkan pada efektivitas proses
operasional organisasi, sedangkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan
berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, budaya organisasi, serta
pemanfaatan teknologi. Perkembangan literatur terkini menunjukkan bahwa
Balanced Scorecard telah banyak digunakan dalam organisasi sektor publik
sebagai alat untuk meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh dan
berkelanjutan (Corréa Gomes & de Azevedo, 2024). Di Indonesia, penerapan
Balanced Scorecard juga terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, serta efektivitas program pemerintah, khususnya dalam proses
perencanaan dan evaluasi kinerja (Sari & Putra, 2023).

Dalam penelitian ini, Balanced Scorecard digunakan sebagai kerangka
analisis utama dalam mengkaji perancangan strategi penanganan narkoba.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antar berbagai
dimensi strategis secara lebih komprehensif, serta mengidentifikasi faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan strategi secara sistematis.

Namun demikian, implementasi Balanced Scorecard di Indonesia masih
menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian nasional menunjukkan
bahwa BSC seringkali digunakan hanya sebagai alat pelaporan kinerja, bukan
sebagai sistem manajemen strategis yang terintegrasi (Nabilah, 2023; Garbani,
2022; Safitri, 2022). Selain itu, hubungan sebab-akibat antar perspektif dalam
BSC seringkali tidak terbangun secara jelas, sehingga strategi tidak berjalan
secara sistematis (Mayasari, 2023).

Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi BSC di sektor
publik masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan
seluruh dimensi strategis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, Balanced
Scorecard digunakan sebagai kerangka analisis yang tidak hanya mengukur
kinerja, tetapi juga mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antar variabel

strategis dalam penanganan narkoba.

11



2.1.3.Implementasi Strategi Dalam Organisasi Publik

Implementasi  strategi merupakan tahap yang sangat krusial dalam
manajemen strategis karena menjadi jembatan antara perencanaan strategis
dengan realisasi di lapangan. Strategi yang dirumuskan secara baik tidak akan
memberikan hasil yang optimal apabila tidak diimplementasikan secara efektif.
Implementasi strategi mencakup berbagai aktivitas, seperti penyusunan kebijakan
operasional, pengalokasian sumber daya, pengembangan struktur organisasi, serta
penguatan koordinasi antar unit kerja. Dalam organisasi sektor publik,
implementasi strategi seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti
keterbatasan sumber daya, kompleksitas birokrasi, serta adanya kepentingan yang
beragam dari berbagai pemangku kepentingan.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi strategi
sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, kualitas kepemimpinan, serta
efektivitas komunikasi dan koordinasi antar lembaga (Elbanna et al., 2025). Selain
itu, implementasi strategi juga memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh
elemen organisasi, mulai dari pimpinan hingga pelaksana di tingkat operasional.
Dalam konteks Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala
utama dalam implementasi strategi di sektor publik adalah lemahnya koordinasi
antar lembaga serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia
(Pratama et al.,, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi strategi
memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif.

Dengan demikian, dalam penanganan narkoba, implementasi strategi harus
mampu mengakomodasi berbagai kepentingan serta melibatkan berbagai pihak

secara sinergis guna mencapai hasil yang optimal.

2.1.4.Teori Implementasi Kebijakan
Teori implementasi kebijakan merupakan salah satu pendekatan penting
dalam memahami bagaimana suatu kebijakan publik dilaksanakan dalam praktik.

Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi

12



juga melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan
tersebut. Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980)
menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat
variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur
birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh
mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif.

Selain itu, Mazmanian dan Sabatier (1983) menekankan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan,
konsistensi pelaksanaan, serta dukungan lingkungan eksternal. Kedua pendekatan
tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang
kompleks dan multidimensional. Dalam  konteks Indonesia, penelitian
menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat
dipengaruhi oleh tingkat koordinasi antar lembaga, kualitas sumber daya manusia,
serta partisipasi masyarakat (Nugroho, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan
pendekatan yang partisipatif dan berbasis kolaborasi.

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan digunakan untuk
menganalisis bagaimana strategi penanganan narkoba yang telah dirumuskan

dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

2.1.5.Penanganan Narkoba Dalam Prespektif Kebijakan Publik

Penanganan narkoba merupakan bagian integral dari kebijakan publik yang
bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan
narkotika. Permasalahan narkoba memiliki karakteristik yang kompleks karena
melibatkan berbagai aspek, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, serta keamanan. Di
Indonesia, kebijakan penanganan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menekankan pentingnya pendekatan
terpadu melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pendekatan ini mencakup upaya preventif,

represif, rehabilitatif, serta pemberdayaan masyarakat.
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Dalam implementasinya, Badan Narkotika Nasional memiliki peran
strategis sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan
pelaksanaan kebijakan penanganan narkoba secara nasional maupun daerah.
Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai
tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga,
serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa
efektivitas kebijakan penanganan narkoba sangat dipengaruhi oleh integrasi
strategi, konsistensi implementasi, serta keterlibatan masyarakat dalam program
pencegahan (Bewley-Taylor et al., 2025). Di Indonesia, tantangan utama dalam
penanganan narkoba terletak pada belum optimalnya implementasi strategi yang
ada serta belum terintegrasinya berbagai program yang dijalankan (Amran, 2025).
2.1.6. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian teori yang telah dijelaskan, penelitian ini menggunakan
pendekatan manajemen strategis berbasis Balanced Scorecard untuk menganalisis
perancangan strategi penanganan narkoba. Pendekatan ini mengintegrasikan
berbagai perspektif strategis yang meliputi pembelajaran dan pertumbuhan, proses
internal, pelanggan, dan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan
perspektif risiko strategis untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif
terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan strategi.
Integrasi berbagai perspektif tersebut memungkinkan peneliti untuk memahami
hubungan sebab-akibat antar variabel strategis secara lebih mendalam.

Kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa efektivitas penanganan
narkoba tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari
keterkaitan antara kapasitas organisasi, efektivitas proses internal, keterlibatan
masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan.
Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang
lebih sistematis dan komprehensif mengenai perancangan strategi penanganan
narkoba, serta menjadi dasar dalam merumuskan model manajemen strategi yang
lebih efektif dan adaptif.

2.2. Penelitian Terdahulu
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Untuk memperkuat landasan teoritis dan menunjukkan posisi penelitian
dalam konteks kajian ilmiah yang telah ada, peneliti menyajikan ringkasan
penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian-penelitian
tersebut mencakup kajian mengenai manajemen strategis, Balanced Scorecard,
serta implementasi kebijakan dalam sektor publik, baik pada tingkat internasional
maupun nasional. Melalui telaah terhadap penelitian terdahulu, diharapkan dapat
diidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) yang menjadi dasar dalam
pengembangan penelitian ini. peneliti tidak hanya mengidentifikasi persamaan
dan perbedaan hasil penelitian, tetapi juga menganalisis kekuatan dan
keterbatasan dari masing-masing penelitian yang ada. Hal ini penting dilakukan
untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana

konsep manajemen strategis dan Balanced Scorecard telah diterapkan.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi bahwa
sebagian besar penelitian, baik internasional “maupun nasional, cenderung
berfokus pada aspek pengukuran kinerja dan belum secara mendalam mengkaji
bagaimana strategi dirancang dan diimplementasikan secara efektif dalam konteks
organisasi publik yang kompleks. Penelitian internasional menekankan
pentingnya integrasi antara strategi dan pengukuran kinerja, namun masih terbatas
dalam menjelaskan dinamika implementasi di tingkat operasional (Corréa Gomes

& de Azevedo, 2025; Johnsen, 2024).

Dalam konteks kebijakan publik, berbagai penelitian menunjukkan bahwa
keberhasilan strategi sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan,
termasuk faktor komunikasi, sumber daya, dan koordinasi antar lembaga (Elbanna
et al., 2025). Selain itu, studi terkait kebijakan narkoba menunjukkan bahwa
pendekatan yang terintegrasi dan berbasis masyarakat lebih efektif dalam
meningkatkan keberhasilan program (Bewley-Taylor et al., 2025; Liu et al., 2025;
Ritter & Bunyon, 2025).

Namun demikian, dalam konteks Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa
implementasi strategi masih menghadapi berbagai kendala struktural. Studi dalam

jurnal nasional menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, lemahnya
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koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor
utama yang menghambat efektivitas kebijakan publik (Pranata, 2022; Lorenza,
2022). Selain itu, penelitian terkait rehabilitasi narkoba menunjukkan bahwa
pendekatan yang ada masih belum sepenuhnya terintegrasi antara aspek preventif,

represif, dan rehabilitatif (Rahmad, 2021; Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2023).

Secara kritis, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang
signifikan antara teori dan praktik dalam penerapan manajemen strategis dan
Balanced Scorecard di sektor publik. Sebagian besar penelitian masih bersifat
parsial dan belum mengintegrasikan berbagai dimensi strategis dalam satu
kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, dimensi risiko strategis masih

jarang dikaji sebagai bagian dari analisis strategi.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut
dengan mengintegrasikan pendekatan manajemen strategis, Balanced Scorecard,
implementasi kebijakan, serta risiko strategis dalam satu model analisis yang lebih
komprehensif dan kontekstual, khususnya dalam penanganan narkoba di

lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Polresta Kota Palembang.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mereplikasi pendekatan
Balanced Scorecard dalam konteks sektor publik, tetapi juga mengembangkan
model integratif yang menghubungkan perspektif strategis, implementasi
kebijakan, dan risiko strategis, sehingga mampu memberikan kontribusi teoritis

dan praktis yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya.
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No | Peneliti & Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian Keterbatasan Relevansi dengan
Tahun Penelitian
1 | Corréa Balanced Scorecard | Literature BSC meningkatkan kinerja | Fokus pada evaluasi Menjadi dasar
Gomes & de | in Public Review organisasi sektor publik kinerja, belum pada penggunaan BSC
Azevedo Administration melalui integrasi strategi perancangan strategi sebagai kerangka
(2024) dan pengukuran kinerja analisis
2 | George & Strategizing in Kualitatif Strategi bersifat dinamis Tidak membahas Menguatkan
Bryson Public Management dan partisipatif dalam implementasi secara pentingnya strategi
(2025) organisasi publik mendalam adaptif
3 | Elbannaet | Strategy Mixed Implementasi strategi Tidak mengkaji sektor | Menjadi dasar
al. (2025) Implementation in Method dipengaruhi oleh spesifik seperti narkoba | analisis
Public Sector koordinasi, sumber daya, implementasi
dan kepemimpinan strategi
4 | Bewley- Global Drug Policy | Komparatif | Kebijakan narkoba efektif | Fokus global, tidak Relevan dalam
Taylor et al. | Analysis jika terintegrasi dan kontekstual lokal kebijakan narkoba
(2025) berbasis bukti
5 | Liuetal Drug Policy and Kuantitatif | Kebijakan yang baik Tidak mengkaji strategi | Relevan pada
(2025) Public Trust meningkatkan organisasi perspektif
kepercayaan masyarakat pelanggan
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6 | Johnsen Performance Kualitatif Sistem pengukuran kinerja | Tidak menggunakan Mendukung
(2024) Measurement in penting dalam strategi BSC secara penuh perspektif evaluasi
Public Sector kinerja
7 | Alietal. Drug Policy Kualitatif Implementasi kebijakan Tidak fokus pada Relevan pada
(2024) Implementation membutuhkan partisipasi | manajemen strategis implementasi
masyarakat kebijakan
8 | Wijaya et al. | Balanced Scorecard | Kuantitatif | BSC meningkatkan Terbatas pada Mendukung
(2024) di Sektor Publik akuntabilitas dan kinerja pengukuran kinerja penggunaan BSC
Indonesia organisasi di Indonesia
9 | Sari & Putra | Penerapan Balanced | Kuantitatif | BSC meningkatkan Belum Relevan pada
(2023) Scorecard efektivitas program mengintegrasikan evaluasi kinerja
pemerintah strategi
10 | Pratamaet | Implementasi Kualitatif Koordinasi dan SDM Tidak menggunakan Mendukung teori
al. (2022) Kebijakan Publik menjadi faktor utama pendekatan strategis implementasi
implementasi
11 | Nugroho Implementasi Kualitatif Partisipasi masyarakat Tidak fokus pada Relevan pada
(2021) Kebijakan dalam penting dalam kebijakan strategi perspektif
Good Governance publik pelanggan
12 | Ansar Balanced Scorecard | Deskriptif | BSC mampu mengukur Belum digunakan untuk | Mendukung
(2022) dalam Sektor Publik kinerja secara perancangan strategi kerangka BSC

komprehensif
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13 | Solihat et al. | Kinerja Pelayanan Kualitatif BSC meningkatkan Kendala pada birokrasi | Relevan pada
(2025) Publik berbasis BSC pelayanan publik dan teknologi proses internal
14 | Zairusi & BSC dalam Kuantitatif | BSC meningkatkan Belum mengkaji aspek | Relevan pada
Muis (2025) | Pemerintah Daerah efisiensi dan efektivitas risiko perspektif
layanan keuangan
15 | Amran Manajemen Review Manajemen strategis Masih bersifat Dasar teori utama
(2025) Strategis di Sektor meningkatkan efektivitas | konseptual penelitian

Publik

organisasi
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2.2.1. Analisis Penelitian Terdahulu Dan Kondisi Lapangan

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu yang telah disajikan
pada Tabel 2.1, dapat dilakukan analisis kritis untuk mengidentifikasi
kecenderungan temuan penelitian serta relevansinya dengan kondisi empiris yang
terjadi di lapangan saat ini. Secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan
bahwa penerapan manajemen strategis dan Balanced Scorecard dalam organisasi
sektor publik memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja
organisasi, baik dari aspek efisiensi, efektivitas, maupun akuntabilitas. Penelitian
internasional menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan strategis dan
pengukuran kinerja sebagai faktor utama dalam keberhasilan organisasi (Corréa
Gomes & de Azevedo, 2024; George & Bryson, 2025). Sementara itu, penelitian
di Indonesia menunjukkan bahwa Balanced Scorecard mampu meningkatkan
kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sari &

Putra, 2023; Wijaya et al., 2024).

Namun demikian, jika dianalisis secara lebih mendalam, terdapat beberapa
keterbatasan mendasar dari penelitian-penelitian tersebut. Sebagian besar
penelitian masih berfokus pada aspek pengukuran kinerja dan belum secara
optimal mengkaji bagaimana strategi dirancang secara - sistematis dan
diimplementasikan secara efektif. Selain itu, pendekatan yang digunakan
cenderung bersifat parsial dan belum mengintegrasikan berbagai dimensi strategis
dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Lebih lanjut, dalam perspektif
implementasi kebijakan, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan strategi
sangat dipengaruhi oleh faktor koordinasi, komunikasi, serta ketersediaan sumber
daya (Elbanna et al.,, 2025; Pratama et al., 2022). Namun, pendekatan
implementasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu masih cenderung
bersifat normatif dan belum sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas

interaksi antar aktor di lapangan.

Jika dikaitkan dengan kondisi empiris di lapangan, khususnya dalam
penanganan narkoba di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Polresta Kota

Palembang, ditemukan bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang menunjukkan
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adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Pertama, dari aspek perencanaan
strategis, strategi yang disusun masih cenderung bersifat administratif dan belum
sepenuhnya berbasis pada analisis strategis yang komprehensif. Hal ini terlihat
dari masih terbatasnya penggunaan data dalam proses pengambilan keputusan
serta belum optimalnya pemanfaatan pendekatan berbasis kinerja seperti Balanced

Scorecard.

Kedua, dari aspek implementasi strategi, masih terdapat kendala dalam hal
koordinasi antar lembaga, baik antara Badan Narkotika Nasional dengan
kepolisian maupun dengan instansi terkait lainnya. Koordinasi yang belum
optimal ini menyebabkan pelaksanaan program penanganan narkoba tidak
berjalan secara sinergis dan terintegrasi. Ketiga, dari aspek sumber daya,
keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta fasilitas pendukung menjadi
kendala utama dalam pelaksanaan strategi. Hal ini sejalan dengan temuan
penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya
merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi.
Keempat, dari perspektif masyarakat, tingkat partisipasi dan kesadaran
masyarakat terhadap bahaya narkoba masih belum optimal. Hal ini menunjukkan
bahwa strategi yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau dan melibatkan
masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan. Kelima, dari aspek evaluasi
kinerja, mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih belum berbasis
pada indikator kinerja yang terukur dan terintegrasi. Akibatnya, evaluasi yang
dilakukan cenderung bersifat administratif dan belum mampu memberikan umpan

balik yang efektif dalam perbaikan strategi.
2.2.2.Sintesis Analisis

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat
kesenjangan yang cukup signifikan antara kondisi ideal yang diharapkan
berdasarkan teori manajemen strategis dan Balanced Scorecard dengan kondisi
aktual yang terjadi di lapangan. Kesenjangan tersebut mencakup aspek
perencanaan, implementasi, koordinasi, sumber daya, serta evaluasi kinerja.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual berbagai teori telah
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memberikan kerangka yang jelas mengenai bagaimana strategi seharusnya
dirancang dan diimplementasikan, namun dalam praktiknya masih terdapat

berbagai kendala yang menghambat penerapan strategi secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif dan
terintegrasi dalam perancangan strategi penanganan narkoba, yang tidak hanya
berfokus pada aspek perencanaan, tetapi juga memperhatikan aspek implementasi,
evaluasi, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan Balanced
Scorecard yang diintegrasikan dengan teori manajemen strategis dan
implementasi kebijakan diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengatasi

kesenjangan tersebut.
2.3. Diagram Alur Penelitian

Kerangka penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran sistematis
mengenai alur berpikir peneliti dalam menganalisis perancangan strategi
penanganan narkoba. Kerangka ini dibangun berdasarkan integrasi teori
manajemen strategis, Balanced Scorecard, serta teori implementasi kebijakan
yang digunakan sebagai landasan konseptual dalam penelitian. Penelitian ini
diawali dari adanya permasalahan utama, yaitu belum optimalnya efektivitas
penanganan narkoba, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan
sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya
perencanaan dan implementasi strategi. Permasalahan tersebut kemudian
dianalisis menggunakan pendekatan manajemen strategis yang menekankan pada

proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi.

Balanced Scorecard digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji strategi
secara komprehensif melalui empat perspektif utama, yaitu pembelajaran dan
pertumbuhan, proses internal, pelanggan (masyarakat), serta keuangan. Dalam
penelitian ini, ditambahkan pula perspektif risiko strategis untuk memberikan
analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

keberhasilan strategi.
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Teori implementasi kebijakan digunakan untuk memahami bagaimana
strategi yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.
Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi
pelaksana, serta struktur birokrasi dalam mendukung keberhasilan implementasi

strategi.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini melakukan analisis secara
mendalam terhadap kondisi aktual perancangan dan implementasi strategi
penanganan narkoba di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Polresta Kota
Palembang. Analisis ini dilakukan dengan menggali berbagai informasi empiris
melalui pendekatan kualitatif, sehingga mampu menggambarkan secara
komprehensif bagaimana strategi yang ada dirumuskan, dilaksanakan, serta
dievaluasi dalam praktik. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan
kondisi ideal yang seharusnya dicapai berdasarkan konsep manajemen strategis,
Balanced Scorecard, serta teori implementasi kebijakan melalui pendekatan gap

analysis.

Pendekatan gap analysis digunakan untuk mengidentifikasi secara
sistematis kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal, baik dari aspek
perencanaan strategis, implementasi kebijakan, koordinasi antar lembaga, maupun
pengelolaan sumber daya. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi
berbagai permasalahan utama yang menjadi hambatan dalam efektivitas
penanganan narkoba, serta menentukan area prioritas yang perlu mendapatkan

perhatian dalam upaya perbaikan strategi.

Strategi perbaikan yang dirumuskan tidak hanya berfokus pada aspek
perencanaan, tetapi juga memperhatikan aspek implementasi dan keberlanjutan
strategi, termasuk penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam
mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, strategi yang
dihasilkan diharapkan mampu menjawab permasalahan secara lebih adaptif,

responsif, dan berkelanjutan.
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Hasil akhir dari penelitian ini adalah model manajemen strategi penanganan
narkoba berbasis Balanced Scorecard yang dirancang secara sistematis dan
aplikatif sesuai dengan kondisi empiris di lapangan. Model ini diharapkan tidak
hanya memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu
manajemen strategis sektor publik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis
sebagai acuan dalam meningkatkan efektivitas penanganan narkoba, khususnya di
wilayah Polresta Kota Palembang. Dengan penerapan model tersebut, diharapkan
terjadi peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh yang berdampak pada

menurunnya tingkat penyalahgunaan dan peredaran narkoba secara berkelanjutan.

MASALAH PENELITIAN

[ Efektivitas penanganan narkoba belum optimal ]

4
PENDEKATAN TEORI
[ Manajemen Strategis ]
[ Balanced Scorecard ]
[ Implementasi Kebijakan ]

ANALISIS
Pela : i

4

ANALISIS KONDISI AKTUAL (Gap Analysis)

STRATEGI PERBAIKAN

Pembelajaran &
Pertumbuhan

Strategy Map
Blueprint Strategi

OUTPUT PENELITIAN

Model Manajemen Strategi

Gambar 2.2. Diag;am Alur Penelitian
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Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini melakukan analisis secara
mendalam terhadap kondisi aktual perancangan dan implementasi strategi
penanganan narkoba di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Polresta Kota
Palembang. Analisis ini dilakukan dengan menggali berbagai informasi empiris
melalui pendekatan kualitatif, sehingga mampu menggambarkan secara
komprehensif bagaimana strategi yang ada dirumuskan, dilaksanakan, serta
dievaluasi dalam praktik. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan
kondisi ideal yang seharusnya dicapai berdasarkan konsep manajemen strategis,
Balanced Scorecard, serta teori implementasi kebijakan melalui pendekatan gap

analysis.

Gambar 2.3. Diagram Alur Penelitian
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Pendekatan gap analysis digunakan untuk mengidentifikasi secara
sistematis kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal, baik dari aspek
perencanaan strategis, implementasi kebijakan, koordinasi antar lembaga, maupun
pengelolaan sumber daya. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi
berbagai permasalahan utama yang menjadi hambatan dalam efektivitas
penanganan narkoba, serta menentukan area prioritas yang perlu mendapatkan

perhatian dalam upaya perbaikan strategi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kesenjangan tersebut, dirumuskan
strategi perbaikan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Strategi perbaikan
tersebut meliputi penyusunan strategy map yang menggambarkan hubungan
sebab-akibat antar perspektif strategis, penetapan indikator kinerja utama (Key
Performance Indicators/KPI) sebagai alat ukur keberhasilan strategi, serta
penyusunan blueprint implementasi strategi dalam jangka waktu tertentu yang

mencakup tahapan, target, serta mekanisme evaluasi yang jelas.

Lebih lanjut, strategi perbaikan yang dirumuskan tidak hanya berfokus pada
aspek perencanaan, tetapi juga memperhatikan aspek implementasi dan
keberlanjutan strategi, termasuk penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam
mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, strategi yang
dihasilkan diharapkan mampu menjawab permasalahan secara lebih adaptif,

responsif, dan berkelanjutan.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah model manajemen strategi penanganan
narkoba berbasis Balanced Scorecard yang dirancang secara sistematis dan
aplikatif sesuai dengan kondisi empiris di lapangan. Model ini diharapkan tidak
hanya memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu
manajemen strategis sektor publik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis
sebagai acuan dalam meningkatkan efektivitas penanganan narkoba, khususnya di
wilayah Polresta Kota Palembang. Dengan penerapan model tersebut, diharapkan
terjadi peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh yang berdampak pada

menurunnya tingkat penyalahgunaan dan peredaran narkoba secara berkelanjutan.
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2.4. Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada integrasi teori
manajemen strategis, Balanced Scorecard, serta teori implementasi kebijakan
yang digunakan sebagai landasan konseptual. Hipotesis disusun untuk
menjelaskan hubungan antara dimensi strategis dalam Balanced Scorecard dengan

efektivitas penanganan narkoba sebagai variabel utama penelitian.

2.4.1.Pengaruh Prespektif Pemebelajaran Dan Pertumbuhan Terhadap

Efektivitas Penanganan Narkoba

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam Balanced Scorecard
menempatkan kapasitas internal organisasi sebagai fondasi utama bagi
keberhasilan strategi. Perspektif ini mencakup pengembangan kompetensi sumber
daya manusia, penguatan sistem pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, serta
pembentukan budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif. Dalam kerangka
Balanced Scorecard, keberhasilan perspektif = lain—seperti proses internal,
pelanggan, dan keuangan—sangat bergantung pada kualitas pembelajaran
organisasi dan kemampuan institusi dalam membangun kapabilitas jangka
panjang. Literatur terbaru juga menegaskan bahwa dalam sektor publik, Balanced
Scorecard tidak lagi dipandang semata sebagai alat ukur kinerja, melainkan
sebagai sistem manajemen strategi yang menuntut penguatan kapasitas organisasi
agar strategi dapat dijalankan secara efektif.

Secara teoritis, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menekankan
bahwa organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten, sistem
pembelajaran yang berkelanjutan, dan dukungan teknologi yang memadai akan
lebih mampu menghasilkan proses internal yang efektif. Dalam konteks organisasi
publik, kajian mutakhir menunjukkan bahwa strategizing yang efektif bukan
hanya ditentukan oleh kualitas dokumen strategi, tetapi juga oleh kemampuan
organisasi dalam membangun kapasitas manajerial, pembelajaran kelembagaan,
dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. George dan Bryson

menegaskan bahwa strategi di sektor publik berkaitan erat dengan penciptaan
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public value, sehingga keberhasilan strategi sangat ditentukan oleh kesiapan
internal organisasi untuk belajar, berinovasi, dan menyesuaikan diri.

Dalam penelitian ini, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menjadi
sangat relevan karena penanganan narkoba merupakan permasalahan yang
dinamis, kompleks, dan terus berkembang. Perubahan pola distribusi narkotika,
munculnya modus operandi baru, serta tuntutan terhadap penanganan yang lebih
cepat dan terintegrasi menuntut organisasi pelaksana untuk memiliki kapasitas
internal yang kuat. Dengan kata lain, efektivitas penanganan narkoba tidak cukup
hanya mengandalkan instrumen hukum atau kebijakan formal, tetapi juga
membutuhkan aparatur yang kompeten, pola kerja yang responsif, serta dukungan
sistem informasi yang memadai. Penelitian-penelitian terbaru mendukung
argumen tersebut. Kajian sistematis tentang management development di sektor
publik menunjukkan bahwa pendidikan, pelatihan, dan pengembangan aparatur
tetap menjadi instrumen utama reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas
layanan publik. Penelitian ini juga menekankan bahwa organisasi publik yang
berinvestasi pada pengembangan SDM cenderung memiliki kapasitas
implementasi yang lebih baik dan lebih siap menghadapi perubahan kebijakan
maupun tekanan lingkungan. Selain itu, studi mengenai dynamic capabilities di
sektor publik menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi, belajar, dan
mengonfigurasi ulang sumber daya internal merupakan faktor penting bagi
organisasi publik dalam menghadapi permasalahan yang bersifat wicked problems
atau kompleks, termasuk isu sosial dan keamanan

Apabila dikaitkan dengan penanganan narkoba, perspektif pembelajaran dan
pertumbuhan dapat dipahami sebagai kemampuan organisasi dalam
mempersiapkan aparatur dan sistem agar mampu menjawab tantangan lapangan.
Aparatur yang memiliki kompetensi analitis dan operasional yang memadai akan
lebih efektif dalam mendeteksi permasalahan, merumuskan respons strategis, dan
melaksanakan koordinasi antar lembaga. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi
SDM akan berdampak pada lemahnya kualitas analisis strategis dan lambatnya

respons organisasi.
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Selain faktor sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi juga
merupakan komponen penting dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
Literatur terbaru menunjukkan bahwa transformasi digital dalam organisasi publik
berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan analisis, koordinasi, dan
pengambilan keputusan. Studi tentang analisis strategis di sektor publik bahkan
menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dan pendekatan berbasis data dapat
memperkuat kemampuan organisasi dalam membaca lingkungan strategis dan
merancang respons yang lebih presisi. Dalam konteks penanganan narkoba,
pemanfaatan teknologi dapat mendukung pengumpulan data lapangan, pemetaan
wilayah rawan, integrasi informasi antar lembaga, dan monitoring pelaksanaan
program. Budaya organisasi juga menjadi elemen penting dalam perspektif ini.
Organisasi publik yang memiliki budaya kerja kolaboratif dan adaptif cenderung
lebih mampu membangun sinergi internal maupun eksternal. Sebaliknya, budaya
kerja yang terlalu birokratis, kaku, dan administratif dapat menghambat inovasi
serta memperlambat implementasi strategi. Kajian terbaru tentang inovasi sektor
publik menunjukkan bahwa organisasi yang berhasil menghadapi tantangan
kompleks umumnya adalah organisasi yang mampu bergerak dari pendekatan
yang top-down dan inkremental menuju pendekatan yang lebih transformatif dan
kolaboratif.

Dari sudut pandang analitis, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan tidak
dapat diposisikan sebagai elemen pelengkap semata, melainkan sebagai dasar
yang menentukan kualitas keseluruhan strategi. Jika organisasi tidak memiliki
SDM yang memadai, sistem pembelajaran yang berkelanjutan, dukungan
teknologi yang tepat, dan budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan, maka
strategi yang dirumuskan akan sulit diimplementasikan secara efektif. Dengan
kata lain, lemahnya perspektif pembelajaran dan pertumbuhan akan berdampak
langsung pada lemahnya proses internal, rendahnya kualitas layanan kepada
masyarakat, dan akhirnya menurunkan efektivitas penanganan narkoba. Dalam
konteks empiris penelitian ini, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menjadi
penting untuk menjelaskan mengapa strategi penanganan narkoba seringkali

belum berjalan optimal. Banyak kendala di lapangan sesungguhnya berakar pada
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persoalan kapasitas kelembagaan, seperti keterbatasan kompetensi aparatur,
pelatihan yang belum merata, penggunaan teknologi yang belum maksimal, dan
budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung pendekatan strategis. Oleh
karena itu, penguatan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan bukan hanya
menjadi kebutuhan internal organisasi, tetapi juga menjadi prasyarat utama bagi
peningkatan efektivitas penanganan narkoba secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perspektif pembelajaran
dan pertumbuhan memiliki pengaruh yang kuat terhadap efektivitas penanganan
narkoba. Semakin baik kualitas sumber daya manusia, dukungan teknologi, sistem
pelatihan, dan budaya kerja organisasi, maka semakin tinggi kemampuan institusi
dalam merancang dan melaksanakan strategi penanganan narkoba secara efektif,
adaptif, dan berkelanjutan. Atas dasar itu, hipotesis yang dirumuskan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berpengaruh terhadap efektivitas

penanganan narkoba.

2.4.2.Pengaruh Prespektif Proses Internal Terhadap Efektifitas Penanganan

Narkoba

Perspektif proses internal dalam Balanced Scorecard menekankan
pentingnya efektivitas dan efisiensi proses operasional organisasi dalam
mendukung pencapaian tujuan strategis. Perspektif ini berfokus pada bagaimana
organisasi merancang, mengelola, dan menyempurnakan proses kerja internal agar
mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Kaplan dan Norton (2001)
menjelaskan bahwa keberhasilan strategi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan
yang baik, tetapi juga oleh kualitas proses internal yang mampu menerjemahkan
strategi menjadi tindakan nyata. Dalam konteks organisasi sektor publik, proses
internal mencakup berbagai aktivitas strategis, seperti analisis lingkungan,
perumusan kebijakan, koordinasi antar lembaga, pengambilan keputusan strategis,
serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa

organisasi publik yang memiliki proses internal yang terstruktur, terkoordinasi,
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dan berbasis data cenderung memiliki kinerja yang lebih efektif dan responsif
terhadap permasalahan publik (Elbanna et al., 2025).

Secara teoritis, proses internal merupakan jembatan antara kapasitas
organisasi (pembelajaran dan pertumbuhan) dengan hasil yang dirasakan oleh
masyarakat (perspektif pelanggan). Dengan kata lain, meskipun organisasi
memiliki sumber daya manusia yang kompeten, tanpa didukung oleh proses
internal yang efektif, maka strategi yang telah dirumuskan tidak akan berjalan
secara optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan manajemen strategis yang
menyatakan bahwa implementasi strategi sangat bergantung pada kualitas sistem
dan proses operasional organisasi (David, 2017). Dalam konteks penanganan
narkoba, perspektif proses internal menjadi sangat krusial karena melibatkan
berbagai aktivitas yang kompleks dan lintas sektor. Proses internal dalam
penanganan narkoba tidak hanya mencakup kegiatan operasional seperti
pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi, tetapi juga mencakup koordinasi antara
Badan Narkotika Nasional, kepolisian, serta instansi terkait lainnya. Oleh karena
itu, efektivitas proses internal sangat menentukan keberhasilan strategi
penanganan narkoba secara keseluruhan.

Dalam penanganan narkoba, koordinasi antar lembaga menjadi faktor yang
sangat penting karena permasalahan narkoba bersifat multidimensional dan
melibatkan berbagai pihak. Tanpa adanya koordinasi yang baik, strategi yang
dirancang akan berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi. Hal ini dapat
mengurangi efektivitas program serta memperlambat pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan. Namun demikian, dalam praktiknya, proses internal dalam
organisasi sektor publik seringkali masih menghadapi berbagai kendala. Proses
kerja yang birokratis, kurangnya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, serta
lemahnya sistem koordinasi menjadi hambatan utama dalam implementasi strategi.
Dalam konteks penanganan narkoba, kendala-kendala tersebut dapat
menyebabkan lambatnya respons terhadap permasalahan yang muncul serta
kurang optimalnya pelaksanaan program di lapangan.

Dari sudut pandang analitis, dapat dipahami bahwa perspektif proses

internal memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan efektivitas
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penanganan narkoba. Proses internal yang efektif akan mampu mengintegrasikan
berbagai sumber daya, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan
kualitas pelaksanaan program. Sebaliknya, proses internal yang lemah akan
menghambat implementasi strategi dan menurunkan efektivitas organisasi secara
keseluruhan. Dalam konteks penelitian ini, perspektif proses internal menjadi
salah satu faktor kunci yang perlu dianalisis untuk memahami mengapa strategi
penanganan narkoba belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang terjadi di
lapangan, seperti lemahnya koordinasi, lambatnya pengambilan keputusan, serta
belum optimalnya monitoring dan evaluasi, menunjukkan bahwa proses internal
organisasi masih perlu diperbaiki.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin efektif proses internal
organisasi, maka semakin tinggi pula efektivitas penanganan narkoba yang dapat
dicapai. Proses internal yang terstruktur, terkoordinasi, dan berbasis data akan
mampu meningkatkan kualitas implementasi strategi serta menghasilkan kinerja
yang lebih optimal. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Perspektif proses internal berpengaruh terhadap efektivitas penanganan

narkoba.

2.4.3.Pengaruh Prespektif Pelanggan (masyarakat) Terhadap Efektivitas

Penanganan Narkoba

Perspektif pelanggan dalam Balanced Scorecard menempatkan masyarakat
sebagai pihak utama yang menerima manfaat dari kebijakan dan program
organisasi publik. Dalam konteks ini, keberhasilan strategi tidak hanya diukur dari
kinerja internal organisasi, tetapi juga dari sejauh mana strategi tersebut mampu
memenuhi kebutuhan, harapan, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan
masyarakat. Kaplan dan Norton (2001) menegaskan bahwa organisasi yang
mampu memberikan nilai bagi pelanggan akan memiliki kinerja yang lebih baik
secara keseluruhan. Dalam sektor publik, hal ini tercermin melalui kualitas
pelayanan, tingkat partisipasi masyarakat, serta kepercayaan terhadap institusi.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat (public
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engagement) menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan
publik, karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi
juga sebagai mitra dalam pelaksanaan program (George & Bryson, 2025; Liu et
al., 2025).

Dalam konteks penanganan narkoba, perspektif pelanggan (masyarakat)
memiliki peran yang sangat strategis karena permasalahan narkoba tidak dapat
diselesaikan hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga memerlukan
partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi. Tingkat
kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, keterlibatan dalam kegiatan
sosialisasi, serta dukungan terhadap program pemerintah menjadi faktor kunci
dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. Penelitian menunjukkan bahwa
pendekatan berbasis masyarakat (community-based approach) lebih efektif dalam
penanganan narkoba karena mampu meningkatkan keberlanjutan program serta
memperkuat dampak intervensi yang dilakukan (Bewley-Taylor et al., 2025).
Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi seperti Badan
Narkotika Nasional dan kepolisian juga sangat mempengaruhi keberhasilan

implementasi strategi.

Namun demikian, dalam praktiknya, perspektif pelanggan masih
menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat,
kurangnya sosialisasi yang tepat sasaran, serta adanya stigma terhadap pengguna
narkoba yang menghambat proses rehabilitasi. tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap institusi seperti Badan Narkotika Nasional dan kepolisian juga sangat
mempengaruhi keberhasilan strategi penanganan narkoba. Masyarakat yang
memiliki tingkat kepercayaan tinggi cenderung lebih kooperatif dalam
memberikan informasi, berpartisipasi dalam program, serta mendukung kebijakan
yang dijalankan. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dapat
menjadi hambatan dalam implementasi strategi..Hal ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi aktual di lapangan. Dari sudut
pandang analitis, dapat disimpulkan bahwa perspektif pelanggan merupakan

faktor eksternal yang sangat menentukan keberhasilan strategi penanganan

33



narkoba. Semakin tinggi tingkat kepuasan, kepercayaan, dan partisipasi
masyarakat, maka semakin efektif pula strategi yang dijalankan. Oleh karena itu,
organisasi perlu memperkuat pendekatan yang berorientasi pada masyarakat

sebagai bagian integral dari strategi penanganan narkoba.

H3: Perspektif pelanggan (masyarakat) berpengaruh terhadap efektivitas

penanganan narkoba.

2.4.4.Pengaruh Prespektif Keuangan Terhadap Efektivitas Penanganan

Narkoba

Perspektif keuangan dalam Balanced Scorecard menekankan pada
pentingnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber
daya organisasi, khususnya dalam sektor publik yang tidak berorientasi pada
profit. Kaplan dan Norton (2001) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang
baik merupakan prasyarat utama dalam mendukung keberhasilan strategi
organisasi. Dalam konteks sektor publik, perspektif keuangan tidak hanya
berkaitan dengan besarnya anggaran, tetapi juga pada bagaimana anggaran
tersebut dialokasikan secara tepat sasaran sesuai dengan prioritas strategis.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa organisasi publik yang mampu mengelola
sumber daya secara efisien dan transparan cenderung memiliki kinerja yang lebih
baik serta mampu mencapai tujuan program secara optimal (Amran, 2025; Corréa
Gomes & de Azevedo, 2024).

Dalam konteks penanganan narkoba, perspektif keuangan memiliki peran
yang sangat penting karena keberhasilan program sangat bergantung pada
ketersediaan dan pengelolaan anggaran yang memadai. Program pencegahan,
penindakan, dan rehabilitasi membutuhkan dukungan finansial yang tidak sedikit,
baik untuk kegiatan operasional, pengembangan sumber daya manusia, maupun
penyediaan fasilitas pendukung. Namun demikian, dalam praktiknya, keterbatasan
anggaran sering menjadi kendala utama dalam pelaksanaan strategi penanganan
narkoba. Hal ini menyebabkan organisasi harus melakukan prioritas program,
sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal. Penelitian

menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya finansial dapat menghambat
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inovasi program serta mengurangi efektivitas implementasi strategi di sektor
publik.

Dari sudut pandang analitis, perspektif keuangan tidak hanya berfungsi
sebagai faktor pendukung, tetapi juga sebagai faktor penentu dalam keberhasilan
strategi. Pengelolaan anggaran yang tidak berbasis pada prioritas strategis akan
menyebabkan inefisiensi dan menurunkan efektivitas program. Sebaliknya,
alokasi anggaran yang tepat, efisien, dan berkelanjutan akan mampu mendukung
pelaksanaan strategi secara optimal. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan
yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara
kebutuhan program dengan ketersediaan anggaran, serta belum optimalnya
pengelolaan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, penguatan perspektif
keuangan menjadi penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan narkoba
secara berkelanjutan.

H4: Prespektif keuangan berpengaruh terhadap efektivitas penangan narkoba

2.4.5.Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanganan

Narkoba

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus
manajemen strategis yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan,
Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi
oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap
pelaksana), dan struktur birokrasi. Kebijakan yang dirumuskan secara baik tidak
akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak diimplementasikan secara
efektif. Literatur terbaru juga menunjukkan bahwa keberhasilan strategi di sektor
publik sangat bergantung pada kualitas implementasi, termasuk kemampuan
organisasi dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan operasional yang
nyata (Elbanna et al., 2025).

Dalam konteks penanganan narkoba, implementasi kebijakan memiliki
peran yang sangat strategis karena kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan,

penindakan, dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara terintegrasi dan konsisten.
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Penanganan narkoba melibatkan berbagai aktor, seperti Badan Narkotika Nasional,
kepolisian, pemerintah daerah, serta masyarakat, sehingga membutuhkan
koordinasi yang efektif dan komunikasi yang jelas antar pihak. Penelitian
menunjukkan bahwa lemahnya implementasi kebijakan, seperti kurangnya
koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta ketidaksesuaian antara
kebijakan dan kondisi lapangan, menjadi faktor utama yang menghambat
efektivitas program penanganan narkoba (Pratama et al., 2022).

Dari sudut pandang analitis, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai
faktor penghubung antara perencanaan strategi dengan hasil yang dicapai. Strategi
yang dirancang secara komprehensif tidak akan memberikan dampak signifikan
apabila tidak didukung oleh implementasi yang efektif. Dalam konteks penelitian
ini, temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara
kebijakan yang dirumuskan dengan pelaksanaan di lapangan, yang berdampak
pada belum optimalnya efektivitas penanganan narkoba. Oleh karena itu,
penguatan implementasi kebijakan menjadi faktor penting dalam memastikan
bahwa strategi yang telah dirancang dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi,
dan berkelanjutan.

HS5: Implementasi kebijakan berpengaruh terhadap efektivitas penanganan

narkoba.

2.4.6.Pengaruh Risiko Strategis Terhadap Efektivitas Penanganan Narkoba
Risiko strategis merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan
atau kegagalan suatu strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam perspektif
manajemen strategis, risiko tidak hanya dipahami sebagai ancaman, tetapi juga
sebagai kondisi ketidakpastian yang perlu dikelola secara sistematis agar tidak
menghambat pencapaian tujuan organisasi. Wheelen et al. (2018) menekankan
bahwa organisasi yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola
risiko secara efektif akan memiliki tingkat ketahanan (organizational resilience)
yang lebih tinggi. Literatur terbaru juga menunjukkan bahwa manajemen risiko
strategis menjadi bagian penting dalam sektor publik, terutama dalam menghadapi

lingkungan yang dinamis dan kompleks (Elbanna et al., 2025).
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Dalam konteks penanganan narkoba, risiko strategis memiliki karakteristik
yang unik karena permasalahan narkoba bersifat dinamis, terorganisir, dan terus
berkembang mengikuti perubahan sosial dan teknologi. Risiko yang dihadapi
tidak hanya berasal dari faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya dan
kelemahan sistem organisasi, tetapi juga dari faktor eksternal, seperti jaringan
peredaran narkoba yang semakin kompleks, perubahan modus operandi pelaku,
serta pengaruh globalisasi. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan dalam
mengantisipasi risiko strategis dapat menyebabkan strategi yang dijalankan
menjadi tidak relevan atau tidak efektif dalam menghadapi kondisi di lapangan
(Bewley-Taylor et al., 2025).

Dari sudut pandang analitis, risiko strategis dapat diposisikan sebagai faktor
yang mempengaruhi keberlanjutan dan efektivitas strategi penanganan narkoba.
Strategi yang tidak disertai dengan pengelolaan risiko yang baik cenderung
bersifat reaktif dan tidak mampu mengantisipasi perubahan lingkungan. Dalam
konteks penelitian ini, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat
keterbatasan dalam identifikasi dan mitigasi risiko, sehingga strategi yang
dijalankan belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika permasalahan narkoba.
Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko strategis menjadi penting untuk
memastikan bahwa strategi penanganan narkoba dapat berjalan secara efektif,
adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Hé6: Risiko strategis berpengaruh terhadap efektivitas penanganan narkoba.

2.4.7.Model Hubungan Variabel

Model hubungan variabel dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan
keterkaitan antara dimensi-dimensi strategis berbasis Balanced Scorecard dengan
efektivitas penanganan narkoba. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri
atas perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses internal,
perspektif pelanggan (masyarakat), perspektif keuangan, implementasi kebijakan,
dan risiko strategis. Seluruh variabel tersebut diasumsikan memiliki pengaruh

terhadap variabel dependen, yaitu efektivitas penanganan narkoba.
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Secara konseptual, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menjadi
fondasi utama karena berkaitan dengan peningkatan kompetensi sumber daya
manusia, pemanfaatan teknologi, dan penguatan budaya kerja organisasi.
Perspektif ini mempengaruhi kualitas proses internal organisasi, seperti analisis
strategis, koordinasi antar lembaga, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya,
proses internal yang efektif akan berdampak pada perspektif pelanggan, yaitu
meningkatnya partisipasi, kepercayaan, dan kesadaran masyarakat. Perspektif

keuangan berfungsi mendukung keberhasilan strategi melalui efisiensi dan

Model Hubungan Variabel
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ketepatan alokasi sumber daya. Di sisi lain, implementasi kebijakan dan
pengelolaan risiko strategis berperan sebagai variabel penguat yang
mempengaruhi keberhasilan seluruh proses strategi tersebut. Dengan demikian,
keseluruhan hubungan variabel tersebut bermuara pada peningkatan efektivitas

penanganan narkoba.

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dibangun, model hubungan
variabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penanganan narkoba
dipengaruhi oleh beberapa dimensi strategis yang saling berhubungan. Perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan, proses internal, pelanggan, keuangan,
implementasi kebijakan, dan risiko strategis diposisikan sebagai variabel
independen yang berkontribusi terhadap efektivitas penanganan narkoba sebagai
variabel dependen. Model ini menegaskan bahwa keberhasilan strategi
penanganan narkoba sangat ditentukan  oleh kemampuan organisasi dalam
mengintegrasikan seluruh dimensi strategis tersebut secara sistematis dan

berkelanjutan.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua unit analisis utama yang saling berkaitan.
Pertama, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai institusi nasional yang
bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan strategi penanganan narkoba
di tingkat nasional. Kedua, Polresta Kota Palembang sebagai unit pelaksana
operasional yang mengimplementasikan strategi nasional BNN di tingkat lokal.
Pemilihan kedua unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan bahwa efektivitas
penanganan narkoba sangat bergantung pada keselarasan antara perencanaan

strategis di tingkat nasional dengan implementasi operasional di tingkat lokal.

Ruang lingkup penelitian mencakup empat dimensi utama. Dimensi pertama
adalah aspek perencanaan strategis yang meliputi proses formulasi kebijakan
BNN dan mekanisme penyelarasan dengan kebutuhan operasional Polresta Kota
Palembang. Dimensi kedua adalah aspek implementasi yang mencakup
mekanisme eksekusi program, alokasi sumber daya, dan koordinasi operasional.
Dimensi ketiga adalah aspek evaluasi kinerja yang meliputi sistem monitoring dan
evaluasi serta mekanisme umpan balik. Dimensi keempat adalah aspek
governance yang mencakup struktur koordinasi, pembagian peran, dan

mekanisme kolaborasi antara BNN dan Polresta Kota Palembang.

Penelitian ini dibatasi pada periode implementasi tahun 2021-2025 dengan
fokus pada program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika). Cakupan geografis penelitian terbatas pada wilayah
hukum Polresta Kota Palembang dengan pertimbangan bahwa wilayah ini
merupakan daerah urban dengan karakteristik permasalahan narkoba yang
kompleks dan beragam.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
desain studi kasus intrinsik. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti
untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi manajemen strategi

BNN di tingkat Polresta
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Kota Palembang dalam konteksnya yang alamiah. Studi kasus intrinsik tepat
digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman kasus spesifik tersebut,

bukan untuk generalisasi ke kasus lain.

Pelaksanaan penelitian mengikuti prosedur sistematis yang terdiri dari
empat tahapan utama. Tahap pertama adalah persiapan yang meliputi penyusunan
instrumen penelitian, perijinan institusional, dan identifikasi informan. Tahap
kedua adalah pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi
dokumentasi, dan observasi partisipatif. Tahap ketiga adalah analisis data
menggunakan teknik analisis tematik dan content analysis. Tahap keempat adalah

validasi data melalui triangulasi sumber dan metode serta member checking.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan tiga teknik utama. Teknik
pertama adalah wawancara mendalam terhadap 30 informan yang terdiri dari
perwakilan BNN, pimpinan Polresta Kota Palembang, pelaksana program, dan
stakeholders terkait. Teknik kedua adalah studi dokumentasi terhadap dokumen-
dokumen strategis BNN, laporan kinerja Polresta, dan dokumen pendukung
lainnya. Teknik ketiga adalah observasi terhadap kegiatan koordinasi dan

implementasi program di lapangan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human
instrument) yang dibantu dengan seperangkat instrumen pendukung. Instrumen
pendukung terdiri dari pedoman wawancara semi-terstruktur, pedoman observasi,
dan format analisis dokumen. Pedoman wawancara dikembangkan berdasarkan
dimensi-dimensi dalam kerangka pemikiran yang mencakup aspek perencanaan,

implementasi, evaluasi, dan governance.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang
meliputi tiga tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data melalui proses seleksi,
pemusatan, dan simplifikasi data. Tahap kedua adalah penyajian data dalam
bentuk matriks, tabel, dan diagram alur. Tahap ketiga adalah penarikan

kesimpulan dan verifikasi melalui proses triangulasi dan member checking.
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Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika
penelitian. Prinsip pertama adalah informed consent yang menjamin partisipasi
sukarela informan. Prinsip kedua adalah kerahasiaan data dengan menggunakan
kode identifikasi untuk menyamarkan identitas informan. Prinsip ketiga adalah
keamanan data dengan menyimpan data dalam sistem terenkripsi. Prinsip keempat
adalah manfaat penelitian dengan memastikan bahwa hasil penelitian dapat

memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan penanganan narkoba.

Validitas penelitian dijaga melalui penerapan triangulasi sumber, triangulasi
metode, dan triangulasi teori. Reliabilitas penelitian dijaga melalui audit trail yang
mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis dan transparan.
Selain itu, dilakukan peer debriefing dengan ahli metodologi untuk mengevaluasi

proses dan hasil penelitian.
3.2. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis dua kategori data utama
yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristik dan sifat datanya. Data kualitatif
berperan sebagai data primer yang mendominasi analisis, sementara data
kuantitatif berfungsi sebagai data sekunder pendukung yang memperkaya konteks

dan memberikan dasar empiris yang komprehensif.

1. Data Kualitatif
Data kualitatif dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis utama. Pertama,
data persepsi dan pengalaman yang mencakup pemahaman subjektif
informan terhadap implementasi manajemen strategi Badan Narkotika
Nasional di tingkat Polresta Kota Palembang, termasuk pengalaman dalam
proses perencanaan strategis, eksekusi operasional, dan evaluasi program
penanganan narkoba. Kedua, data proses yang merekam mekanisme
koordinasi, pola komunikasi, dan dinamika kolaborasi antara institusi BNN
dan Polresta Kota Palembang dalam implementasi program penanganan
narkoba. Ketiga, data kontekstual yang mengungkap kondisi lingkungan

strategis, hambatan implementasi, dan faktor-faktor determinan yang
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mempengaruhi efektivitas kerjasama antar institusi dalam penanganan
narkoba.
2. Data Kuantitatif Pendukung

Meskipun penelitian ini secara metodologis menggunakan pendekatan
kualitatif, data kuantitatif dipergunakan sebagai pelengkap analisis untuk
memberikan perspektif yang lebih holistik. Data kuantitatif meliputi data
statistik berupa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba, volume kasus
yang berhasil ditangani, dan capaian indikator kinerja program. Selain itu,
data numerik terkait alokasi anggaran, komposisi personel, dan metrik
kinerja operasional lainnya yang relevan dengan implementasi program juga

dikumpulkan untuk memperkuat analisis kualitatif.

3.2.1.Sumber Data Peneitian
Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori
utama berdasarkan asal dan karakteristik pengumpulannya.
1. Data Primer
Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui tiga
teknik pengumpulan data utama. Teknik pertama adalah wawancara
mendalam yang dilakukan terhadap informan kunci yang terdiri dari
empat level hierarki. Level kebijakan nasional meliputi pejabat struktural
BNN seperti Kepala BNN untuk kebijakan strategis nasional, Deputi
Bidang Pencegahan untuk program demand reduction, Deputi Bidang
Pemberantasan untuk program supply reduction, dan Kepala Pusat Data
dan Informasi untuk sistem monitoring dan evaluasi. Level implementasi
regional mencakup Kepala BNNP Sumatera Selatan untuk koordinasi
regional dan Koordinator Program untuk implementasi program di
tingkat provinsi. Level operasional terdiri dari Kapolresta Palembang
untuk kebijakan operasional, Wakapolresta Bidang Operasi untuk
koordinasi implementasi, Kasat Reskrim untuk penanganan kasus
narkoba, Kasat Binmas untuk program pencegahan, dan Kanit Narkoba

sebagai pelaksana teknis. Level stakeholders pendukung meliputi
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perwakilan Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk program rehabilitasi,
Dinas Sosial Kota Palembang untuk reintegrasi sosial, LSM Peduli
Narkoba untuk program komunitas, dan tokoh masyarakat untuk persepsi
dan partisipasi masyarakat.

Teknik kedua adalah observasi partisipatif yang dilakukan terhadap
aktivitas rapat koordinasi BNN-Polresta, pelaksanaan program di
lapangan, kegiatan operasional penanganan narkoba, dan forum
stakeholders penanganan narkoba. Teknik ketiga adalah Focus Group
Discussion (FGD) yang dilaksanakan dengan tiga kelompok berbeda,
yaitu tim implementasi program, penerima manfaat program, dan multi-
stakeholders terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan sumber
tertulis yang diklasifikasikan menjadi lima kategori. Kategori pertama
adalah dokumen kebijakan dan peraturan yang meliputi Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden tentang
BNN, Rencana Strategis BNN 2021-2025, Peraturan Kapolri terkait
penanganan narkoba, dan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang
P4GN. Kategori kedua adalah dokumen perencanaan dan pelaporan yang
terdiri dari Rencana Kerja BNN dan Polresta Palembang, Laporan
Kinerja BNN dan Polresta Palembang, Laporan Program P4GN, dan
notulen rapat koordinasi. Kategori ketiga adalah dokumen administratif
yang mencakup dokumen anggaran program, laporan keuangan, berita
acara operasi, dan laporan investigasi. Kategori keempat adalah dokumen
statistik dan data yang meliputi data prevalensi penyalahgunaan narkoba,
statistik kasus narkoba, data capaian indikator kinerja, dan laporan
monitoring dan evaluasi. Kategori kelima adalah dokumen pendukung
lainnya yang terdiri dari kajian dan penelitian terdahulu, publikasi ilmiah

terkait, media clipping, serta dokumentasi foto dan video kegiatan.

Pemilihan sumber data dilakukan dengan menerapkan lima kriteria seleksi

yang ketat. Kriteria pertama adalah relevansi, dimana sumber data harus memiliki
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keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Kriteria kedua adalah kredibilitas,
yang mensyaratkan bahwa sumber data harus berasal dari institusi atau individu
yang kompeten dan memiliki kapasitas yang memadai. Kriteria ketiga adalah
akurasi, yang menekankan bahwa data harus dapat diverifikasi kebenarannya
melalui mekanisme cross-checking. Kriteria keempat adalah keterkinian, yang
mengharuskan data bersifat updated dan relevan dengan konteks waktu penelitian.
Kriteria kelima adalah kelengkapan, yang mensyaratkan bahwa data harus

menyajikan informasi yang utuh dan komprehensif.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik
triangulasi sumber melalui empat pendekatan. Pendekatan pertama adalah
membandingkan data dari informan level kebijakan dengan level implementasi
untuk mengidentifikasi konsistensi dan diskrepansi perspektif. Pendekatan kedua
adalah mengkonfirmasi data wawancara dengan studi dokumen untuk
memverifikasi akurasi informasi. Pendekatan ketiga adalah memverifikasi data
observasi dengan hasil wawancara untuk memastikan konsistensi antara praktik
lapangan dengan persepsi pelaku. Pendekatan keempat adalah melakukan cross-
check antara data kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh konfirmasi silang

yang komprehensif.

Dengan penerapan pengumpulan data dari berbagai jenis dan sumber
tersebut, yang dilaksanakan melalui prosedur yang sistematis dan memenuhi
standar akademik, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang
komprehensif, valid, dan reliabel mengenai implementasi manajemen strategi
Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba di Polresta Kota

Palembang.

3.3. Populasi Dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga teknik
penentuan sampel dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih informan
yang dianggap paling relevan dan mampu memberikan informasi yang mendalam
terkait perancangan dan implementasi strategi penanganan narkoba. Pemilihan

informan didasarkan pada pertimbangan tertentu, seperti posisi, pengalaman kerja,
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serta keterlibatan dalam kegiatan penanganan narkoba di lingkungan Badan
Narkotika Nasional dan Polresta Kota Palembang.

Dengan demikian, penentuan populasi dan sampel dalam penelitian ini tidak
bertujuan untuk generalisasi secara statistik, melainkan untuk memperoleh
pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.
Informan yang dipilih diharapkan mampu memberikan data yang kaya (rich data)
sehingga dapat mendukung analisis penelitian secara optimal.

3.3.1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh individu dan dokumen
yang memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi manajemen strategi
Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba di Polresta Kota
Palembang. Populasi penelitian diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu
populasi manusia dan populasi dokumen.

Populasi manusia mencakup seluruh stake holders yang terlibat dalam
perencanaan, implementasi, dan evaluasi program penanganan narkoba, yang
terdiri dari empat kelompok utama. Kelompok pertama adalah pejabat struktural
BNN pusat dan BNNP Sumatera Selatan yang terlibat dalam formulasi kebijakan
dan pengawasan program. Kelompok kedua adalah personel Polresta Kota
Palembang yang terlibat langsung dalam operasional penanganan narkoba, mulai
dari tingkat pimpinan hingga pelaksana teknis. Kelompok ketiga adalah
perwakilan instansi pemerintah daerah yang terkait dengan program P4GN,
termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Kelompok keempat adalah perwakilan masyarakat dan LSM yang terlibat dalam
program penanganan narkoba.

Populasi dokumen meliputi seluruh dokumen resmi yang berkaitan dengan
perencanaan, implementasi, dan evaluasi program penanganan narkoba selama
periode 2020-2024. Populasi ini mencakup dokumen kebijakan, perencanaan
strategis, laporan kinerja, dokumen anggaran, laporan operasional, dan dokumen
pendukung lainnya yang diterbitkan oleh BNN, Polresta Kota Palembang, dan

instansi terkait.
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3.3.2.Sampel Penelitian

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling dengan kriteria inklusi yang spesifik. Sampel manusia ditentukan
berdasarkan prinsip saturasi dengan jumlah estimasi 30 informan yang direkrut
hingga mencapai titik jenuh informasi. Komposisi sampel manusia terdiri dari:

Pertama, sampel dari level BNN dan BNNP sebanyak 6-8 informan,
meliputi pejabat eselon II dan III yang membidangi pencegahan, pemberantasan,
rehabilitasi, dan data informasi. Kedua, sampel dari level Polresta Kota
Palembang sebanyak 10-12 informan, terdiri dari Kapolresta, Wakapolresta, Kasat
Reskrim, Kasat Binmas, Kanit Narkoba, dan anggota pelaksana. Ketiga, sampel
dari instansi pemerintah daerah sebanyak 4-5 informan, meliputi perwakilan
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, dan Bagian Hukum Setda. Keempat,
sampel dari masyarakat dan LSM sebanyak 3-4 informan, terdiri dari ketua LSM
peduli narkoba, tokoh masyarakat, dan perwakilan dunia usaha.

Sampel dokumen ditentukan berdasarkan kriteria relevansi, otentisitas, dan
kelengkapan informasi. Sampel dokumen terdiri dari: dokumen kebijakan
strategis (5-7 dokumen), dokumen perencanaan program (8-10 dokumen), laporan
kinerja (6-8 dokumen), dokumen anggaran (4-5 dokumen), dan dokumen
operasional (10-12 dokumen).

3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sebagai metode
utama dalam pemilihan informan. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan
pendekatan kualitatif yang menekankan pada kedalaman informasi, bukan jumlah
responden. Penerapan purposive sampling dilakukan melalui penetapan kriteria
tertentu terhadap informan yang dianggap memiliki kompetensi dan relevansi
dengan fokus penelitian. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini
meliputi.

1. memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai implementasi
program penanganan narkoba

2. memiliki pengalaman minimal dua tahun dalam bidang terkait
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menduduki posisi strategis dalam proses perencanaan maupun
pelaksanaan program

memiliki kewenangan atau keterlibatan dalam proses pengambilan
keputusan

bersedia berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan penelitian.

Melalui penerapan teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi dan memilih

informan kunci (key informants) yang mampu memberikan data yang relevan,

komprehensif, dan  mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan

demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan secara utuh

fenomena yang diteliti serta mendukung tercapainya tujuan penelitian secara

optimal.

3.3.4. Kriteria Inklusi dan Eksekusi

Kriteria inklusi untuk sampel manusia meliputi:

1.

A

memiliki pengalaman langsung dalam implementasi program
penanganan narkoba

menduduki posisi yang relevan dengan fokus penelitian

bersedia memberikan informasi yang diperlukan

memiliki masa pengabdian minimal 2 tahun dalam bidang terkait dan

dapat berkomunikasi dengan baik.

Kriteria eksklusi meliputi:

l.
2.
3.

informan yang tidak bersedia mengikuti prosedur penelitian

informan yang memiliki konflik kepentingan

informan yang tidak dapat diwawancarai secara lengkap karena kendala
waktu dan

informan yang memiliki keterbatasan dalam memberikan informasi

yang dibutuhkan.

Untuk sampel dokumen, kriteria inklusi meliputi:

l.
2.
3.

dokumen resmi yang diterbitkan oleh institusi terkait;
dokumen yang relevan dengan periode penelitian 2020-2024

dokumen yang memiliki nilai informasi strategis dan
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4. dokumen yang dapat diakses secara legal.
Kriteria eksklusi untuk dokumen meliputi:

1. dokumen draft yang belum disahkan

2. dokumen yang bersifat rahasia negara

3. dokumen yang tidak lengkap dan

4. dokumen yang tidak dapat diverifikasi keasliannya.

Prosedur rekrutmen sampel dilakukan melalui empat tahapan. Tahap
pertama adalah identifikasi potensial informan berdasarkan struktur organisasi dan
dokumen resmi. Tahap kedua adalah screening awal berdasarkan kriteria inklusi
dan eksklusi. Tahap ketiga adalah pengajuan permohonan partisipasi secara resmi
melalui surat resmi penelitian. Tahap keempat adalah konfirmasi kesediaan dan
penjadwalan wawancara.

3.4. Indikator Penelitian

Penelitian ini secara sistematis menyusun dan mengembangkan seperangkat
indikator komprehensif yang berfungsi sebagai instrumen pengukuran yang valid
dan reliabel untuk mengevaluasi tingkat efektivitas implementasi manajemen
strategi Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba di wilayah hukum
Polresta Kota Palembang. Pengembangan indikator ini dilakukan melalui proses
analisis mendalam terhadap dimensi-dimensi kunci yang esensial dalam menilai
kesuksesan suatu implementasi strategi, dengan mempertimbangkan karakteristik
khusus organisasi kepolisian serta kompleksitas permasalahan narkoba di tingkat

lokal.

Indikator-indikator tersebut secara konseptual dikelompokkan ke dalam
empat dimensi utama yang secara holistik mencerminkan keseluruhan siklus
manajemen strategis, mulai dari tahap perencanaan strategis, implementasi
operasional, monitoring dan evaluasi, hingga pengukuran outcome dan dampak
yang dihasilkan. Pengelompokan multidimensi ini dirancang untuk dapat
menangkap kompleksitas implementasi kebijakan dari level konseptual hingga

level operasional, sekaligus menyediakan kerangka analitis yang memungkinkan
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dilakukannya assessment menyeluruh terhadap setiap tahapan dalam proses
manajemen strategis, sehingga dapat memberikan gambaran utuh tentang
pencapaian tujuan strategis penanganan narkoba di wilayah penelitian. kerangka
ini juga memungkinkan dilakukannya evaluasi yang lebih mendalam terhadap
efektivitas strategi yang telah dijalankan, sehingga dapat memberikan gambaran
yang utuh, sistematis, dan berbasis evidensi mengenai tingkat pencapaian tujuan

strategis penanganan narkoba di wilayah penelitian.
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menekankan akuntabilitas, efisiensi biaya, serta penciptaan nilai tambah bagi
institusi dan masyarakat. Dengan demikian, grafik ini tidak hanya menunjukkan
alur hubungan antar-perspektif, tetapi juga menggambarkan bagaimana setiap
komponen berkontribusi secara sistematis terhadap pencapaian tujuan strategis

penanganan narkoba secara terpadu dan berkelanjutan.

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN & PERTUM-
BUHAN

& b

Sumber Daya Teknologi & Sistem Budaya Organisasi

Manusia . X y
» Database Intelllen  Inovasi & Kreativitas

« Aplikasi Digital = Learning Crganization
¢ Forensic Technology = Teamwork Culture

« Pelatihan Khusus
Narkoba

» Sertifikasi
Kompetenssi

» Pengembangam
Karir

!

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL ]

Proses Intelijen Proses Investigasi Proses Rehabilltasi
= Pengumpulan Informasie* Penyidikan Kasus « Assessment Awal
e Analisis Data » Pengelolaan » Rujukan Rehabilitasi
+ Early Warning System  Barang Bukti « Monitoring Pasca

e Koordinasi Penyidikan

¥

PERSPEKTIF PELANGGAN/MASYARAKAT

d l
Kepuasan Masyarakat Kepercayaan Publik Partisipasi Masyarakat
» Respons Time Cepat ¢ Akuntabilitas * Laporan Masyarakat
« Layanan Profesional « Integritas « Kemitraan Komunitas
« Transparansi Kinerja « Reputasi « Program Preventive
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Perspektif Keuangan
Akuntabilitas Anggaran Efisiensi Biaya
» Laporan Keuangan * Optimailsasi Anggaran
+ Audit Internal + Cost Benefit Analysis
« Compliance + Value for Money

3.5. Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, operasional variabel tidak dimaksudkan untuk
mengukur variabel secara kuantitatif, melainkan untuk memberikan batasan
konseptual serta pedoman dalam pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu,
operasional variabel dalam penelitian ini disusun dalam bentuk dimensi, indikator,
dan sub indikator yang berfungsi sebagai acuan dalam menggali data lapangan
secara mendalam.

Penelitian ini berfokus pada perancangan strategis dalam manajemen
strategi Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba di Polresta
Palembang. Perancangan strategis dalam penelitian ini dipahami sebagai proses
sistematis yang meliputi analisis lingkungan, perumusan tujuan, penyusunan
strategi, serta pengambilan keputusan yang dilakukan oleh organisasi dalam
mencapai tujuan penanganan narkoba.

Untuk memperkuat kerangka analisis, penelitian ini menggunakan
pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang dikembangkan oleh Robert S.
Kaplan dan David P. Norton. Pendekatan ini digunakan untuk melihat
perancangan strategi secara komprehensif melalui empat perspektif utama, yaitu
perspektif keuangan, perspektif pelanggan (masyarakat), perspektif proses internal,
serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Penggunaan Balanced Scorecard dalam penelitian ini tidak dimaksudkan
sebagai alat ukur kuantitatif, melainkan sebagai kerangka konseptual untuk
mengkategorikan dan menginterpretasikan data kualitatif. Dengan demikian,
setiap perspektif dalam Balanced Scorecard diterjemahkan ke dalam dimensi dan

indikator yang relevan dengan konteks penanganan narkoba oleh BNN.
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Mengingat karakteristik permasalahan narkoba yang dinamis dan kompleks,
penelitian ini juga menambahkan dimensi risiko strategis sebagai bentuk
penguatan analisis. Dimensi ini digunakan untuk mengkaji bagaimana organisasi
mengantisipasi risiko, merespons perubahan modus operandi narkoba, serta
menyusun strategi mitigasi yang adaptif.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disusun secara sistematis
dengan tujuan untuk:

1. Memberikan batasan yang jelas terhadap fokus penelitian

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan instrumen wawancara

3. Mempermudah proses reduksi, kategorisasi, dan analisis data

4. Menjamin konsistensi antara Bab III (metodologi) dan Bab IV (hasil dan

pembahasan)

Tabel operasional variabel ini akan digunakan sebagai dasar dalam proses
pengumpulan data di lapangan, khususnya dalam penyusunan instrumen
penelitian seperti pedoman wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi.
Dengan adanya operasionalisasi variabel yang jelas, proses penggalian data dapat
dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan konsisten, sehingga meminimalkan

potensi bias serta meningkatkan kualitas data yang diperoleh.

Dengan demikian, penggunaan tabel operasional variabel ini diharapkan
mampu mendukung proses penelitian secara keseluruhan, baik dalam tahap
pengumpulan maupun analisis data, sehingga hasil penelitian yang diperoleh
dapat menggambarkan kondisi empiris secara komprehensif, mendalam, dan
kontekstual. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan memiliki tingkat validitas
dan reliabilitas yang tinggi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam

bidang manajemen strategis sektor publik dan penanganan narkoba.
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Tabel 3.1. Perancangan Strategis Berbasis Balanced Scorecard

N | Perspekti | Tujuan | Indikator Sub Informa Teknik
0 f Strategis Indikator n Pengumpu
lan Data
1 | Pembelaja | Peningka | Kompetens | Pelatihan, Pejabat | Wawancara
ran & tan 1 SDM sertifikasi, BNN, ,
Pertumbu | kapasitas pengalaman | Penyidik | dokumenta
han SDM Polresta si
Pengemban Program Polresta | Wawancara
gan pelatihan
organisasi
Pemanfaata Sistem Staf IT | Wawancara
n teknologi informasi , observasi
Budaya Adaptif, Seluruh | Wawancara
kerja kolaboratif *| informa
n
2 Proses Peningka | Analisis Identifikasi BNN, | Wawancara
Internal tan strategis masalah Polresta
efektivita — - '
Koordinasi Sinergi BNN & | Wawancara
S proses
BNN- Polresta
Polresta
Pengambila | Berbasis data | Pimpina | Wawancara
n n
keputusan
Monitoring Evaluasi BNN, | Wawancara
& evaluasi program Polresta ,
dokumenta
si
3 | Pelanggan | Peningka | Partisipasi | Keterlibatan | Masyara | Wawancara
(Masyara tan masyarakat program kat
kat) keterlibat
an
masyarak
at
Kesadaran | Pemahaman | Masyara | Wawancara
narkoba kat
Kepercayaa Persepsi Masyara | Wawancara
n publik kat

55




Kepuasan Respons Masyara | Wawancara
program kat
Keuangan | Optimalis | Alokasi Prioritas Pejabat | Wawancara
asi anggaran program BNN ,
sumber dokumenta
daya si
Efisiensi | Penggunaan | Polresta | Wawancara
dana
Pendanaan | Ketersediaan | Polresta | Wawancara
dana
Keberlanjut Program Polresta | Wawancara
an berkelanjuta
n
Implemen | Efektivita | Komunikas { Sosialisasi | Polresta | Wawancara
tasi S 1
Kebijakan | kebijakan
Sumber SDM & Polresta | Wawancara
daya anggaran
Disposisi Komitmen Aparat | Wawancara
pelaksana
Struktur SOP BNN | Wawancara
birokrasi ,
dokumenta
si
Risiko | Pengelola | Identifikasi Risiko Polresta | Wawancara
Strategis | an risiko risiko internal/ekste
rnal
Mitigasi Strategi polresta | Wawancara
risiko pencegahan
Adaptasi Respons polresta | Wawancara
strategi perubahan
Ketahanan Resiliensi polresta | Wawancara
organisasi
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3.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif interaktif

model Miles dan Huberman (2020) yang meliputi tiga komponen utama yang

saling berkaitan dalam proses siklus analisis data. Ketiga komponen tersebut

terdiri dari reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan

penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). Pendekatan ini dipilih

karena kemampuannya dalam mengelola kompleksitas data kualitatif yang

multidimensi sekaligus mempertahankan kedalaman dan kontekstualitas informasi

yang diperoleh dari berbagai sumber data primer dan sekunder.

1.

Teknik Reduksi Data

Proses reduksi data dilakukan melalui empat tahapan sistematis. Tahap
pertama meliputi seleksi data terfokus yang melibatkan identifikasi,
pemilahan, dan pemusatan perhatian pada data yang relevan dengan fokus
penelitian, sementara data yang kurang relevan diarsipkan sebagai bahan
pendukung. Tahap kedua adalah koding tematik menggunakan sistem kode
berbasis dimensi-dimensi dalam kerangka pemikiran penelitian yang
dikembangkan melalui proses koding terbuka (open coding) dan koding
aksial (axial coding). Tahap ketiga merupakan kategorisasi analitis yang
mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori spesifik berdasarkan
kemiripan tema, pola, dan karakteristik. Tahap keempat adalah abstraksi
data yang menyederhanakan data tanpa mengurangi makna substantif
melalui proses summarization dan conceptualization.

Teknik Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dikembangkan dalam lima format
berbeda untuk memfasilitasi analisis yang komprehensif. Format pertama
adalah matriks analitis komparatif yang membandingkan perspektif berbagai
stakeholders terhadap setiap dimensi penelitian dalam struktur baris-kolom
yang sistematis. Format kedua adalah narrative summary terstruktur yang
menyajikan deskripsi mendalam tentang fenomena yang diteliti dalam

bentuk cerita naratif yang terorganisir. Format ketiga adalah diagram alur
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kausal yang memvisualisasikan proses dan hubungan sebab-akibat antara
variabel-variabel penelitian. Format keempat adalah tabel tematik yang
mengorganisir temuan berdasarkan tema-tema utama yang muncul. Format
kelima adalah peta konsep yang menggambarkan hubungan hierarkis dan

konseptual antara berbagai elemen penelitian.

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses iteratif yang melibatkan
empat teknik analisis. Teknik pertama adalah analisis tematik interpretatif yang
mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola tema within data.
Teknik kedua adalah analisis komparatif konstanta yang membandingkan data
across different cases, settings, dan time periods untuk mengidentifikasi
persamaan dan perbedaan. Teknik ketiga adalah analisis naratif kronologis yang
merekonstruksi cerita secara berurutan waktu dan tematik. Teknik keempat adalah
analisis isi kualitatif untuk data dokumen yang mengidentifikasi pola, makna, dan

konteks dalam dokumen tertulis melalui proses kategorisasi dan interpretasi.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Polrestabes Kota Palembang

Polrestabes Kota Palembang merupakan satuan kewilayahan Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Kepolisian Daerah Sumatera
Selatan dan memiliki® wilayah hukum mencakup seluruh administrasi Kota
Palembang. Sebagai institusi penegak hukum, Polrestabes Kota Palembang
memegang peranan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, serta pemberian perlindungan dan pelayanan kepada
masyarakat, khususnya dalam menghadapi permasalahan kriminalitas yang
bersifat kompleks, termasuk tindak pidana narkoba. Dalam konteks penanganan
narkoba, Polrestabes Kota Palembang berfungsi sebagai mitra strategis Badan
Narkotika Nasional (BNN) dalam mendukung implementasi kebijakan dan
strategi nasional pemberantasan narkoba. Sinergi antara Polrestabes Kota
Palembang dan BNN diwujudkan melalui kegiatan pencegahan, penindakan
hukum, serta dukungan terhadap program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam sistem manajemen strategi
penanganan narkoba yang bersifat terpadu dan berkelanjungan.

Sebagai kota metropolitan dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi,
Kota Palembang memiliki kerentanan terhadap peredaran dan penyalahgunaan
narkoba. Kondisi ini menuntut Polrestabes Kota Palembang untuk mengelola
sumber daya organisasi secara efektif dan adaptif, serta mampu menyesuaikan
strategi operasional dengan dinamika lingkungan eksternal. Oleh karena itu,
penerapan prinsip manajemen strategi dalam pelaksanaan tugas menjadi
kebutuhan utama guna memastikan efektivitas upaya penanganan narkoba di
wilayah hukum Polrestabes Kota Palembang. Polrestabes Kota Palembang
memiliki struktur organisasi dan satuan fungsi yang dirancang untuk mendukung
pelaksanaan strategi penanganan narkoba secara terintegrasi. Setiap satuan kerja

memiliki peran dalam mendukung pencapaian tujuan strategis, baik melalui
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kegiatan operasionalpenindakan, pembinaan masyarakat, maupun kerja sama
lintas sektor. Keberhasilan pelaksanaan strategi tersebut sangat bergantung pada
koordinasi internal, ketersediaan sumber daya, serta keselarasan antara
perencanaan dan pelaksanaan program.

Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik, Polrestabes Kota Palembang terus melakukan pembenahan
internal melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan
teknologi informasi, serta penguatan sistem pengendalian dan akuntabilitas
kinerja. Upaya ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan manajemen strategi
penanganan narkoba secara efektif dan berorientasi pada hasil. Polrestabes Kota
Palembang tidak hanya berperan sebagai pelaksana penegakan hukum, tetapi juga
sebagai bagian integral dalam implementasi manajemen strategi Badan Narkotika
Nasional dalam penanganan narkoba di Kota Palembang. Peran strategis tersebut
menjadikan Polrestabes Kota Palembang sebagai objek yang relevan dalam
analisis pengukuran kinerja menggunakan pendekatan Balanced Scorecard

sebagaimana dibahas dalam penelitian ini.

4.1.1.Visi dan Misi Polrestabes Kota Palembang

Pelaksanaan manajemen strategi yang efektif menuntut adanya keselarasan
antara visi, misi, dan kinerja organisasi. Untuk memastikan keselarasan tersebut,
diperlukan suatu alat ukur yang mampu menilai pencapaian strategi secara
menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Balanced
Scorecard guna mengukur kinerja Polrestabes Kota Palembang dalam mendukung
strategi Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba.

1. Visi

Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Palembang melalui
pelaksanaan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, serta bersinergi

dalam penanganan permasalahan narkoba.
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2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Polrestabes Kota Palembang menetapkan

beberapa misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan
akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat.

2. Meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penindakan terhadap
tindak pidana narkoba melalui penerapan strategi yang terencana dan
terintegrasi.

3. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Badan Narkotika Nasional serta
instansi  terkait dalam  rangka ~mendukung kebijakan nasional
penanggulangan narkoba.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat dengan
mengedepankan prinsip humanis dan responsif terhadap kebutuhan publik.

5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan

teknologi informasi sebagai penunjang peningkatan kinerja organisasi.

Tabel 4.1. Penyelarasan Visi-Misi dengan Peta Strategis Balance Scorecard

Perspektif BSC Misi yang Relevan Tujuan Strategis
Pembelajaran & | Pengembangan SDM | Kompetensi SDM,
Pertumbuhan dan teknologi sistem informasi, budaya

integritas
Proses Bisnis Internal Pencegahan & | Efektivitas pencegahan,
penindakan narkoba penindakan, rehabilitasi
Pelanggan (Masyarakat) | Pelayanan humanis & | Kepuasan, kepercayaan,
sinergi partisipasi masyarakat
Keuangan Akuntabilitas organisasi | Efisiensi dan
transparansi anggaran

3.Hubungan Sebab Akibat Dalam Peta Strategis
Penyelarasan visi dan misi ke dalam peta strategis Balanced Scorecard
menunjukkan hubungan sebab—akibat yang sistematis. Peningkatan
kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung (perspektif

pembelajaran dan pertumbuhan) akan memperbaiki proses bisnis internal
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dalam penanganan narkoba. Proses internal yang efektif akan meningkatkan
kepuasan dan kepercayaan masyarakat (perspektif pelanggan), yang pada
akhirnya berdampak pada terciptanya pengelolaan keuangan yang efisien

dan akuntabel (perspektif keuangan).

4.Implikasi Terhadap Penelitian
Penyelarasan visi dan misi ke dalam peta strategis Balanced Scorecard
menjadi dasar konseptual dalam pengukuran kinerja manajemen strategi
BNN dalam penanganan narkoba di Polresta Kota Palembang. Dengan
demikian, Balanced - Scorecard berfungsi sebagai alat yang mampu
menerjemahkan arah strategis organisasi ke dalam indikator kinerja yang

terukur dan sistematis.

4.1.2. Struktur Organisasi Dan Job Description

Struktur organisasi Polrestabes Kota Palembang disusun untuk mendukung
pelaksanaan tugas kepolisian secara efektif dan efisien dalam menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan publik. Struktur
organisasi tersebut bersifat hierarkis dan fungsional, dengan pembagian tugas
yang jelas pada setiap satuan kerja guna mendukung pencapaian tujuan strategis

organisasi, termasuk dalam penanganan tindak pidana narkoba.

Dalam rangka mengukur dan mengevaluasi kinerja penanganan tindak
pidana narkoba secara komprehensif, pendekatan Balanced Scorecard digunakan
sebagai kerangka strategis yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek kinerja
organisasi secara menyeluruh. Pendekatan ini mengaitkan peran setiap jabatan dan
satuan kerja dengan empat perspektif utama, yaitu perspektif keuangan, perspektif
pelanggan (masyarakat), perspektif proses bisnis internal, serta perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui pengaitan ini, setiap unit kerja tidak
hanya berfokus pada tugas operasional semata, tetapi juga diarahkan untuk
berkontribusi secara strategis terhadap pencapaian tujuan organisasi secara

keseluruhan.
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pendekatan ini juga memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi
kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktual yang terjadi di
lapangan. Dengan demikian, Balanced Scorecard tidak hanya berfungsi sebagai
alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen manajemen strategis yang dapat
digunakan untuk merumuskan perbaikan strategi secara berkelanjutan. Melalui
penerapan pendekatan ini, diharapkan kinerja penanganan narkoba dapat
meningkat secara signifikan, baik dari sisi efektivitas program, efisiensi

penggunaan sumber daya, maupun dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

1. Struktur Organisasi Polresta Kota Palembang

Struktur Organisasi

KAPOLRES

‘ WAKAPOLRES ‘
Bagian Operasi (Bag Ops) Bagian Perencanaan (Bag Bagian SDM (Bag Sumda)
Ren)
Satuan Reserse Kriminal (Sat Satuan Reserse Narkoba (Sat Satuan Lalu Lintas (Sat
Reskrim) Resnarkoba) Lantas)
Satuan Intelijen & Keamanan Satuan Samapta Polsek Jajaran

(Sat Intelkam)

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Polrestabes Kota Palembang

1.Job Description
Struktur organisasi dan pembagian tugas Polrestabes Kota Palembang
dirancang untuk mendukung penerapan manajemen strategi secara efektif.

Setiap satuan kerja memiliki peran dalam pencapaian tujuan strategis yang
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selanjutnya diukur melalui pendekatan Balanced Scorecard, sehingga kinerja

organisasi dapat dievaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan.

1.

Kapolrestabes Kota Palembang

Kapolrestabes bertugas memimpin, mengendalikan, dan mengawasi
seluruh kegiatan kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Kota
Palembang. Kapolrestabes bertanggung jawab atas perumusan kebijakan
strategis, pengambilan keputusan, serta penetapan arah pelaksanaan tugas
dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk
dalam penanganan tindak pidana narkoba.

Wakapolrestabes

Wakapolrestabes bertugas membantu Kapolrestabes dalam
mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepolisian serta menggantikan
Kapolrestabes apabila berhalangan. Wakapolrestabes juga berperan dalam
pengendalian operasional dan evaluasi Kinerja satuan kerja.

Bagian Pengawasan (Siwas)

Bagian Pengawasan bertugas melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran di lingkungan Polrestabes
Kota Palembang guna menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Bagian Perencanaan (Bagren)

Bagian Perencanaan bertanggung jawab dalam penyusunan rencana
strategis, rencana kerja, serta penganggaran kegiatan Polrestabes. Bagren
berperan penting dalam memastikan keselarasan antara visi, misi, dan
program kerja organisasi.

Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM)

Bag SDM bertugas mengelola sumber daya manusia, meliputi
perencanaan kebutuhan personel, pembinaan karier, pelatihan, serta
peningkatan kompetensi personel guna mendukung profesionalisme
organisasi.

Bagian Logistik (Baglog)
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10.

I1.

12.

13.

Bagian Logistik bertugas mengelola sarana dan prasarana, perlengkapan,
serta dukungan logistik lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
kepolisian, termasuk operasional penanganan narkoba.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)

Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap
tindak pidana umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta
mendukung upaya penegakan hukum secara profesional.

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)

Satresnarkoba memiliki tugas utama dalam pencegahan, penyelidikan,
dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang. Satuan
ini juga berkoordinasi dengan BNN dalam mendukung strategi nasional
penanggulangan narkoba.

Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam)

Satintelkam bertugas melaksanakan kegiatan intelijen untuk mendeteksi
dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat, termasuk peredaran gelap narkoba.

Satuan Samapta

Satuan Samapta bertugas melaksanakan kegiatan preventif dan represif
terbatas, pengamanan kegiatan masyarakat, serta patroli guna menjaga
stabilitas keamanan wilayah.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

Satlantas bertugas mengatur, menjaga, dan menegakkan hukum lalu lintas
serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas
dan angkutan jalan.

Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas)

Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada
masyarakat, termasuk edukasi dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan
narkoba, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga
keamanan.

Kepolisian Sektor (Polsek)
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Polsek bertugas melaksanakan fungsi kepolisian di tingkat kecamatan
sebagai perpanjangan tangan Polrestabes dalam menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat serta mendukung pelaksanaan strategi penanganan
narkoba di wilayah masing-masing.

Dalam rangka mengukur dan mengevaluasi kinerja penanganan tindak
pidana narkoba secara komprehensif, pendekatan Balanced Scorecard digunakan
untuk mengaitkan peran setiap jabatan dan satuan kerja dengan empat perspektif
utama, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan (masyarakat), perspektif
proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pengaitan
ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penanganan narkoba
berjalan searah dengan visi dan misi organisasi.

1. Prespektif Keuangan

Perspektif keuangan menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penanganan narkoba.
Tabel 4.2. Prespektif Keuangan Pengaitan Jabatan Penanganan Narkoba
dengan Perspektif Balanced Scorecard (BSC)

Jabatan Peranan Strategis dalam Keuangan

Kapolrestabes Menetapkan kebijakan alokasi anggaran
strategis untuk mendukung operasi
penanganan narkoba serta memastikan
penggunaan anggaran berjalan efektif dan
akuntabel.

Wakapolrestabes Mengendalikan dan  mengevaluasi
realisasi anggaran kegiatan penanganan
narkoba agar sesuai dengan rencana kerja
dan target kinerja.

Bagian Perencanaan | Menyusun perencanaan dan
(Bagren) penganggaran  program  penanganan
narkoba berdasarkan prioritas strategis
dan kebutuhan operasional.

Bagian Logistik (Baglog) | Mengelola  sarana  dan  prasarana
operasional Satresnarkoba secara efisien
untuk mendukung kelancaran kegiatan
penindakan dan pencegahan narkoba.
Bagian Pengawasan | Melaksanakan pengawasan terhadap
(Siwas) penggunaan  anggaran  penanganan
narkoba guna mencegah penyimpangan
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dan meningkatkan akuntabilitas
keuangan.

2. Prespektif Pelanggan (Masyarakat)
Perspektif pelanggan berfokus pada tingkat kepuasan, kepercayaan, dan
partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba.
Tabel 4.3." Prespektif Pelangan Pengaitan Jabatan Penanganan Narkoba
dengan Perspektif Balanced Scorecard (BSC)

Jabatan Peranan Strategis dalam Keuangan

Kapolrestabes Menetapkan kebijakan pelayanan publik yang
berorientasi pada peningkatan kepercayaan
masyarakat - terhadap = penegakan  hukum
narkoba.

Satresnarkoba Melaksanakan penindakan dan pelayanan
hukum terhadap kasus narkoba secara
profesional, transparan, dan berkeadilan.
Satbinmas Melakukan penyuluhan dan edukasi kepada
masyarakat mengenai bahaya narkoba serta
mendorong peran aktif masyarakat dalam
pencegahan.

Satintelkam Menjalin komunikasi dengan masyarakat dan
informan guna memperoleh informasi awal
terkait peredaran narkoba.

Polsek Memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat di tingkat kecamatan dalam
penanganan laporan dan pengaduan terkait
narkoba.

3. Prespektif Proses Bisnis Internal
Perspektif ini menekankan pada efektivitas proses internal organisasi
dalam pencegahan, penindakan, dan pengungkapan kasus narkoba.
Tabel 4.4. Proses Bisnis Internal Pengaitan Jabatan Penanganan

Narkoba dengan Perspektif Balanced Scorecard (BSC)

Jabatan Peranan Strategis dalam Keuangan
Satresnarkoba Melaksanakan proses penyelidikan,
penyidikan, dan pemberkasan perkara
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narkoba sesuai dengan standar operasional
prosedur (SOP).

Satintelkam Melakukan deteksi dini dan pengumpulan
intelijen terkait jaringan peredaran narkoba.

Bagren Mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja ke
dalam perencanaan program penanganan
narkoba berikutnya.

Wakapolrestabes Mengkoordinasikan ~dan  mengendalikan
pelaksanaan operasi penanganan narkoba
lintas satuan fungsi.

Polsek Mendukung operasi Satresnarkoba melalui

kegiatan pengawasan wilayah dan penindakan
awal.

. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berfokus pada pengembangan

kompetensi personel serta penguatan sistem organisasi dalam jangka

panjang.

Tabel 4.5. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Pengaitan Jabatan

Penanganan Narkoba dengan Perspektif Balanced Scorecard (BSC)

Jabatan

Peranan Strategis dalam Keuangan

Bagian SDM

Menyusun dan melaksanakan  program
pelatihan serta pengembangan kompetensi
personel Satresnarkoba.

Kapolrestabes

Mendorong budaya kerja  profesional,
integritas, dan kinerja berbasis hasil dalam
penanganan narkoba.

Satresnarkoba

Mengembangkan kemampuan teknis dan
taktis personel melalui pelatihan serta
evaluasi kinerja berkelanjutan.

Siwas

Memberikan umpan balik hasil pengawasan
sebagai dasar perbaikan kinerja dan
peningkatan kompetensi.

Baglog

Mendukung pembelajaran organisasi melalui
penyediaan  teknologi  dan  peralatan
penunjang operasional.
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4.1.3.Indikator KPI Per Jabatan (Fokus Penanganan Narkoba)

Key Performance Indicators (KPI) yang disusun berdasarkan tugas pokok
masing-masing jabatan/satuan kerja yang terlibat langsung dalam penanganan
narkoba di Polrestabes Kota Palembang dan dikaitkan dengan perspektif Balanced
Scorecard. Balanced Scorecard tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi
juga sebagai instrumen manajemen strategis yang dapat digunakan untuk
merumuskan perbaikan strategi secara _berkelanjutan. Melalui penerapan
pendekatan ini, diharapkan kinerja penanganan narkoba dapat meningkat secara
signifikan, baik dari sisi efektivitas program, efisiensi penggunaan sumber daya,

maupun dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Utama (KPI) Penanganan Narkoba
Berdasarkan Perspektif BSC

Jabatan / Perspektif BSC Indikator Kinerja (KPI)

Satuan

Kapolrestabes Keuangan Tingkat kesesuaian
realisasi anggaran
penanganan narkoba

dengan rencana kerja

Kapolrestabes Pelanggan Peningkatan kepercayaan
masyarakat terhadap
penanganan kasus
narkoba

Wakapolrestabes Proses Internal Tingkat koordinasi lintas

satuan  dalam  operasi
penanganan narkoba

Bagren Keuangan Ketepatan ~ perencanaan
anggaran program
penanganan narkoba

Bagren Proses Internal Kesesuaian program kerja
dengan target strategis
penanganan narkoba

Baglog Keuangan Efisiensi penggunaan
sarana _dan  prasarana
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operasional narkoba

Siwas Keuangan Jumlah temuan
penyimpangan
penggunaan anggaran
narkoba

Satresnarkoba Proses Internal Jumlah kasus narkoba
yang berhasil diungkap

Satresnarkoba Pelanggan Tingkat kepuasan
masyarakat terhadap
penanganan kasus
narkoba

Satintelkam Proses Internal Keberhasilan deteksi dini
jaringan peredaran
narkoba

Satbinmas Pelanggan Jumlah kegiatan
sosialisasi dan penyuluhan
bahaya narkoba

Bag SDM Pembelajaran & Jumlah personel

Pertumbuhan Satresnarkoba yang

mengikuti pelatihan

Polsek Proses Internal Jumlah laporan narkoba
yang ditindaklanjuti

Peta strategis Balanced Scorecard dalam penanganan narkoba di Polrestabes
Kota Palembang menggambarkan hubungan sebab-akibat antara keempat
perspektif Balanced Scorecard. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan
ditempatkan sebagai fondasi utama, di mana peningkatan kompetensi sumber
daya manusia, integritas personel, serta ketersediaan sarana pendukung menjadi
prasyarat keberhasilan penanganan narkoba.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan organisasi
tersebut selanjutnya mendorong perbaikan pada perspektif proses bisnis internal,
khususnya dalam efektivitas penyelidikan, penyidikan, serta deteksi dini jaringan
peredaran narkoba. Proses internal yang berjalan secara optimal akan
menghasilkan penanganan kasus narkoba yang profesional, transparan, dan tepat

waktu. Keberhasilan proses internal tersebut berdampak langsung pada perspektif
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pelanggan (masyarakat), yang tercermin dari meningkatnya kepercayaan dan
kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dalam memberantas peredaran
narkoba. Pada akhirnya, peningkatan kepercayaan publik dan efektivitas
operasional tersebut mendukung pencapaian perspektif keuangan, yaitu
penggunaan anggaran yang lebih efisien, tepat sasaran, dan akuntabel.

Peta strategis Balanced Scorecard menunjukkan bahwa keberhasilan
penanganan narkoba merupakan hasil sinergi berkelanjutan antar perspektif yang
saling terkait dan mendukung pencapaian tujuan strategis Polrestabes Kota
Palembang.Untuk mengukur kinerja secara kuantitatif, setiap indikator KPI dinilai

menggunakan skala 1-4, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4.7. Kriteria Skor Penilaian Kinerja

Skor Kriteria

1 Sangat kurang
2 Kurang

3 Baik

4 Sangat baik

4.1.4.Laporan Anggaran Penanganan Narkoba

Berdasarkan hasil analisis laporan anggaran penanganan narkoba selama
periode 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa Polrestabes Kota Palembang
menunjukkan kinerja keuangan yang cenderung meningkat. Hal ini tercermin dari
meningkatnya persentase realisasi anggaran serta semakin kecilnya selisih antara
anggaran yang ditetapkan dengan realisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
perencanaan dan pengelolaan anggaran penanganan narkoba telah dilaksanakan

secara lebih efektif dan efisien.
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Tabel 4.8. Realisasi Anggaran Penanganan Narkoba

Tahun Anggaran Realisasi Selisih (Rp) Persentase
Ditetapkan (Rp) (Rp) Realisasi
2021 2.500.000.000 2.320.000.000 | 180.000.000 92,8%
2022 2.700.000.000 2.430.000.000 | 270.000.000 90,0%
2023 3.000.000.000 2.760.000.000 | 240.000.000 92,0%
2024 3.300.000.000 3.080.000.000 | 220.000.000 93,3%
2025 3.600.000.000 3.420.000.000 | 180.000.000 95,0%

Sumber: Polri 2025

Rincian anggaran berdasarkan jenis kegiatan disusun untuk memberikan
gambaran yang lebih komprehensif mengenai alokasi dan penggunaan dana dalam
pelaksanaan program penanganan narkoba di Polrestabes Kota Palembang.
Pengelompokan anggaran ini bertujuan untuk menunjukkan proporsi pendanaan
pada setiap jenis kegiatan strategis, sehingga dapat diketahui prioritas kebijakan
serta tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang telah

dilaksanakan.

Tabel 4.9. Rincian Anggaran Penangan Narkoba Tahun 2025

Jenis Kegiatan Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase
Operasi Penindakan Narkoba | 1.450.000.000 | 1.400.000.000 | 96,6%
Penyelidikan & Intelijen 720.000.000 680.000.000 94,4%
Sosialisasi & Pencegahan 480.000.000 450.000.000 93,8%
Pelatihan Personel 420.000.000 400.000.000 95,2%
Sarana & Prasarana 530.000.000 490.000.000 92,5%
Total 3.600.000.000 | 3.420.000.000 | 95,0%

Sumber: Polri 2025
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4.1.5.Deskripsi Data Kuisioner

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran
kuesioner kepada responden yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan
manajemen strategi penanganan narkoba di Polrestabes Kota Palembang.
Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh data primer
yang berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi berdasarkan pendekatan
Balanced Scorecard (BSC), yang meliputi perspektif keuangan, perspektif
pelanggan/masyarakat, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan.

Kuesioner disusun secara terstruktur dan sistematis dengan mengacu pada
indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang relevan dengan
fungsi dan tugas satuan kerja penanganan narkoba. Setiap pernyataan dalam
kuesioner dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap tingkat
pencapaian kinerja pada masing-masing perspektif BSC. Skala pengukuran yang
digunakan adalah skala Likert empat tingkat, yaitu nilai 1 (sangat tidak setuju),
nilai 2 (tidak setuju), nilai 3 (setuju), dan nilai 4 (sangat setuju). Penggunaan skala
empat tingkat bertujuan untuk menghindari pilihan netral sehingga responden
memberikan penilaian yang lebih tegas dan objektif.

Responden penelitian terdiri dari personel Polrestabes Kota Palembang yang
memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan penanganan narkoba, antara lain
pimpinan satuan kerja, perwira pelaksana, serta anggota operasional yang terlibat
dalam kegiatan pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Pemilihan responden
dilakukan secara purposive sampling dengan pertimbangan bahwa responden
memiliki pemahaman dan pengalaman yang memadai terkait implementasi
strategi penanganan narkoba.

Kuesioner terdiri dari sejumlah butir pernyataan yang dikelompokkan ke
dalam masing-masing perspektif Balanced Scorecard. Perspektif keuangan
mencakup pernyataan mengenai efektivitas penggunaan anggaran, efisiensi biaya
operasional, dan ketepatan realisasi anggaran terhadap perencanaan. Perspektif
pelanggan/masyarakat mencakup pernyataan yang berkaitan dengan tingkat

kepuasan masyarakat, kepercayaan publik, serta kualitas layanan penanganan
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narkoba. Perspektif proses bisnis internal berfokus pada efektivitas prosedur
operasional, koordinasi antarunit, serta kecepatan dan ketepatan penanganan kasus
narkoba. Sementara itu, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup
aspek pengembangan kompetensi personel, pemanfaatan teknologi informasi,
serta dukungan organisasi terhadap peningkatan kinerja sumber daya manusia.
Data kuesioner yang terkumpul selanjutnya diolah secara kuantitatif
dengan cara menghitung skor rata-rata pada setiap indikator dan perspektif
Balanced Scorecard. Hasil pengolahan data tersebut digunakan untuk menilai
tingkat pencapaian kinerja organisasi serta sebagai dasar dalam melakukan
analisis perbandingan antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktual.
Dengan demikian, data kuesioner ini berperan penting dalam memberikan
gambaran empiris mengenai kinerja manajemen strategi penanganan narkoba di

Polrestabes Kota Palembang secara komprehensif dan terukur.

Tabel 4.10 Tabel Jumlah Responden Penelitian

No | Jabatan / Posisi Responden Jumlah Responden | Persentase
(Orang) (%0)

1 | Pimpinan (Kapolrestabes / 5 10%
Wakapolrestabes / Kasat Narkoba)

2 | Perwira Menengah (Kanit, KBO, 10 20%
Perwira Pengawas)

3 | Perwira Pertama (Panit, Paur, 15 30%
Penyidik)

4 | Bintara / Anggota Operasional Satres | 18 36%
Narkoba

5 | Staf Administrasi dan Pendukung 2 4%
Total 50 100%

Berdasarkan Tabel di atas, jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak
50 orang, yang seluruhnya merupakan personel Polrestabes Kota Palembang yang

terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan manajemen strategi
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penanganan narkoba. Komposisi responden didominasi oleh anggota operasional
Satuan Reserse Narkoba, yang mencerminkan fokus penelitian pada pelaksanaan

teknis dan operasional di lapangan.

Keberadaan = pimpinan dan perwira struktural sebagai responden
memberikan sudut pandang strategis dan kebijakan, khususnya terkait
perencanaan, penganggaran, serta pengambilan keputusan. Sementara itu,
responden dari unsur staf administrasi dan pendukung berperan dalam
memberikan gambaran mengenai dukungan administratif dan pengelolaan sumber

daya yang menunjang Kinerja satuan kerja.

Komposisi responden yang beragam ini diharapkan mampu memberikan
gambaran penilaian kinerja yang komprehensif dan objektif berdasarkan
pendekatan Balanced Scorecard, baik dari sisi perumusan strategi hingga

implementasi operasional penanganan narkoba di Polrestabes Kota Palembang.

4.2. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif yang
bertujuan untuk mengolah, menginterpretasikan, serta menarik makna dari data
yang telah diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan
secara sistematis dan berkelanjutan sejak proses pengumpulan data berlangsung
hingga tahap penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk
memahami fenomena yang diteliti secara mendalam, kontekstual, dan
komprehensif sesuai dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan.
4.2.1. Prespektif Keuangan

Perspektif keuangan dalam Balanced Scorecard pada organisasi sektor
publik digunakan untuk menilai kemampuan instansi dalam mengelola anggaran
secara akuntabel serta mendukung pencapaian tujuan strategis. Berbeda dengan
organisasi bisnis yang menitikberatkan pada profitabilitas, instansi pemerintah
menilai keberhasilan keuangan melalui prinsip value for money, yaitu pengelolaan
anggaran yang ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, indikator dalam
penelitian ini menekankan pada kesesuaian antara perencanaan anggaran dan

realisasi penggunaan dana dalam mendukung pelaksanaan program penanganan
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narkoba. Berdasarkan hasil pengolahan data anggaran, perspektif keuangan
memperoleh skor rata-rata sebesar 3,40 dengan kategori baik, yang menunjukkan
bahwa Polresta Kota Palembang telah mampu mengelola sumber daya anggaran
secara terukur serta mendukung kegiatan operasional penanganan narkoba secara

relatif optimal.

1. Analisis Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis digunakan untuk menilai tingkat penghematan dalam
penggunaan anggaran penanganan narkoba, dengan membandingkan antara
realisasi belanja dan anggaran yang telah ditetapkan. Semakin rendah nilai
rasio ekonomis, menunjukkan bahwa organisasi mampu menggunakan
sumber daya secara hemat tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.
Berdasarkan hasil perhitungan, rasio ekonomis pada program penanganan
narkoba di Polrestabes Kota Palembang menunjukkan nilai rata-rata berada
pada kategori ekonomis. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi belanja
tidak melebihi anggaran yang direncanakan, sehingga penggunaan dana telah
dilakukan secara terkendali dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam

pengelolaan keuangan sektor publik.

Realisasi Pengeluaran

Ekonomis = X 100%
Anggaran Pengeluaran

Kondisi ini mencerminkan bahwa perencanaan anggaran yang disusun telah
realistis serta didukung oleh mekanisme pengawasan yang memadai,

sehingga potensi pemborosan anggaran dapat diminimalkan.
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Tabel 4.11. Tabel Rasio Ekonomis Penanganan Narkoba

Tahun Anggaran Realisasi (Rp) | Rasio Ekonomis (%) | Kriteria
(Rp)

2021 1.200.000.000 | 1.110.000.000 | 92,50% Ekonomis
2022 1.300.000.000 | 1.210.000.000 | 93,08% Ekonomis
2023 1.450.000.000 | 1.360.000.000 | 93,79% Ekonomis
2024 1.600.000.000 | 1.520.000.000 | 95,00% Ekonomis
2025 1.750.000.000 | 1.690.000.000 | 96,57% Ekonomis
Rata-rata 94,19% Ekonomis

Sumber: Polrestabes Palembang 2025

2. Analisis Rasio Efektifitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi anggaran
mampu mendukung pencapaian target dan tujuan program penanganan
narkoba. Rasio ini membandingkan antara realisasi kinerja dengan target
kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Hasil analisis menunjukkan
bahwa rasio efektivitas berada pada kategori efektif. Hal ini menandakan
bahwa penggunaan anggaran penanganan narkoba telah mampu mendukung
pelaksanaan program secara optimal, baik dalam kegiatan pencegahan,

penindakan, maupun rehabilitasi.

Realisasi Pendapatan

Efektifitas = x 100%

Anggaran Pendapatan

Tingginya tingkat efektivitas ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah
tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan operasional di lapangan. Dengan
demikian, anggaran yang dikeluarkan memberikan kontribusi nyata terhadap
pencapaian tujuan strategis organisasi dalam menekan peredaran dan

penyalahgunaan narkoba.

77



Tabel 4.12. Tabel Rasio Efektivitas Program

Tahun Target Realisasi Rasio Kriteria
Program Program Efektivitas
(“o)
2021 100 88 88,00% Cukup
Efektif
2022 100 91 91,00% Efektif
2023 100 94 94,00% Efektif
2024 100 97 97,00% Efektif
2025 100 99 99,00% Sangat
Efektif
Rata- 93,80% Efektif
rata

3. Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk menilai hubungan antara input (anggaran)
dengan output atau hasil yang dicapai. Semakin rendah nilai rasio efisiensi,
semakin efisien organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Berdasarkan hasil perhitungan, rasio efisiensi pengelolaan anggaran
penanganan narkoba menunjukkan nilai yang berada pada kategori efisien.
Hal ini berarti bahwa output yang dihasilkan sebanding bahkan lebih besar
dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Efisiensi ini tercermin
dari kemampuan Polrestabes Kota Palembang dalam melaksanakan berbagai
kegiatan penanganan narkoba dengan anggaran yang relatif terbatas namun
tetap menghasilkan kinerja yang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan
adanya koordinasi yang baik, perencanaan kegiatan yang matang, serta

pengendalian biaya yang efektif.
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Realisasi Pengeluaran

Efisiensi =

X 100%

Realisasi Pendapatan

Tabel 4.13. Tabel Rasio Efisiensi

Tahun Realisasi Anggaran | Output Rasio Efisiensi Kriteria
(Rp) (%) (%)
2021 1.110.000.000 88 12,61 Efisien
2022 1.210.000.000 e 13,30 Efisien
2023 1.360.000.000 94 14,47 Efisien
2024 1.520.000.000 97 15,67 Efisien
2025 1.690.000.000 99 17,07 Efisien
Rata-rata 14,62 Efisien

4. Analisis Perancangan Strategis Berdasarkan Balance Scorecard

Berdasarkan hasil analisis rasio ekonomis, efektivitas, dan efisiensi, dapat
disimpulkan bahwa kinerja keuangan penanganan narkoba di Polrestabes Kota
Palembang berada pada kategori baik. Ketiga rasio tersebut saling melengkapi
dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan keuangan
organisasi. Dalam konteks Balanced Scorecard, kinerja keuangan yang baik
menjadi fondasi penting bagi pencapaian kinerja pada perspektif lainnya,
seperti peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, efektivitas proses
internal, serta pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, hasil ini
menunjukkan bahwa manajemen strategi keuangan telah mendukung

pencapaian tujuan strategis penanganan narkoba secara berkelanjutan.
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Tabel 4.14 Kriteria Skoring BSC Prespektif Keuangan

Kategori Skor
Sangat Baik 4
Baik 3
Cukup 2
Kurang 1

Tabel 4.15 Konversi Skor BSC Perspektif Keuangan

Indikator Nilai Rata- | Kriteria | Skor BSC
rata

Rasio Ekonomis 94,19% Ekonomis | 4

Rasio Efektivitas 93,80% Efektif 4

Rasio Efisiensi 14,62 Efisien 3

Skor Rata-rata Perspektif 3,67

Keuangan

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ekonomis, efektivitas, dan efisiensi,
perspektif keuangan memperoleh skor rata-rata sebesar 3,67 yang termasuk dalam
kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran
penanganan narkoba di Polrestabes Kota Palembang telah dilaksanakan secara
ekonomis, efektif, dan efisien serta mendukung pencapaian tujuan strategis

organisasi

4.3. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, diketahui bahwa terdapat
kesenjangan yang signifikan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal dalam

perancangan dan implementasi strategi penanganan narkoba. Kesenjangan ini
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tidak hanya mencerminkan perbedaan antara apa yang direncanakan dengan apa
yang dilaksanakan, tetapi juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara
praktik strategis yang berjalan saat ini dengan prinsip-prinsip manajemen strategi
modern yang menekankan pada integrasi, adaptivitas, serta berbasis data dan
kinerja. Oleh karena itu, analisis kesenjangan dilakukan secara sistematis untuk
mengidentifikasi perbedaan mendasar antara praktik empiris di lapangan dengan
kondisi ideal yang seharusnya dicapai melalui pendekatan Balanced Scorecard
sebagai kerangka kerja strategis yang komprehensif.

Hasil analisis kesenjangan ini menjadi landasan penting dalam merancang
intervensi strategis yang mampu menjawab permasalahan aktual sekaligus
mengarahkan organisasi menuju kondisi ideal yang diharapkan. Strategi perbaikan
yang dirumuskan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta
keberlanjutan penanganan narkoba di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan
Polresta Palembang, dengan menekankan pada penguatan kapasitas internal
organisasi, optimalisasi proses strategis, peningkatan keterlibatan masyarakat,
serta penerapan manajemen risiko yang lebih sistematis dan berkelanjutan.strategi
perbaikan yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah
jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun sistem penanganan
narkoba yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Implementasi strategi
ini diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan

kinerja organisasi serta efektivitas penanganan narkoba secara keseluruhan.

Tabel 4.16 Gap Analysis (Kondisi Aktual dan Kondisi Ideal)

N | Perspektif | Kondisi Kondisi Gap Implikasi
0 Aktual Ideal (Kesenjangan | Strategis
)
1 | Pembelajara | Kompetensi | SDM Keterbatasan | Perlu
n& SDM belum | kompeten, kapasitas penguatan
Pertumbuha | merata dan | terlatih, dan | SDM pelatihan &
n pelatihan adaptif pengembanga
terbatas n
Teknologi Teknologi Digitalisasi Perlu
belum digunakan belum optimal | transformasi
dimanfaatka | untuk
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n optimal analisis digital
strategis
Budaya Budaya Resistensi Perlu
kerja belum | kerja perubahan penguatan
adaptif inovatif dan budaya
responsif organisasi
Proses Strategi Strategi Kualitas Perlu
Internal belum berbasis data | perencanaan penguatan
berbasis data | dan analisis | rendah analisis
penuh mendalam strategis
Koordinasi | Sinergi antar | Kurang Perlu
belum lembaga sinkronisasi integrasi
optimal terintegrasi kelembagaan
Keputusan Keputusan Kurang Perlu
top-down partisipatif | partisipasi desentralisasi
dan fleksibel keputusan
Evaluasi Monitoring - | Kontrol lemah | Perlu sistem
belum dan evaluasi evaluasi
sistematis berkelanjuta terpadu
n
Pelanggan Sosialisasi Edukasi Kesenjangan | Perlu
(Masyarakat | belum menjangkau | jangkauan perluasan
) merata seluruh program
wilayah
Partisipasi Masyarakat | Keterlibatan Perlu
masyarakat | aktif terlibat | rendah pendekatan
rendah partisipatif
Kesadaran Kesadaran Edukasi belum | Perlu edukasi
masyarakat | masyarakat | efektif berkelanjutan
bervariasi tinggi
Keuangan Anggaran Dukungan Keterbatasan | Perlu efisiensi
terbatas anggaran sumber daya & prioritas
memadai
Alokasi Anggaran Misalokasi Perlu
belum berbasis anggaran perencanaan
strategis prioritas strategis
Program Program Ketidakstabila | Perlu
belum stabil dan n program penguatan
berkelanjuta | berkelanjuta pendanaan
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n n
5 | Risiko Risiko Sistem Risiko tidak Perlu
Strategis belum manajemen | terkontrol manajemen
dikelola risiko risiko
sistematis terintegrasi
Mitigasi Strategi Pendekatan Perlu mitigasi
belum jelas | mitigasi reaktif proaktif
terstruktur
Evaluasi Evaluasi Kurang Perlu evaluasi
belum rutin | berkala dan | pembelajaran | berkelanjutan
sistematis

Berdasarkan tabel gap analysis di atas, dapat disimpulkan bahwa
kesenjangan utama dalam perancangan strategi penanganan narkoba terletak pada
keterbatasan kapasitas internal organisasi, kurang optimalnya proses internal,
rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya finansial, serta belum
terintegrasinya manajemen risiko. Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan,
kesenjangan menunjukkan bahwa organisasi belum memiliki kapasitas yang
memadai untuk mendukung strategi yang adaptif. Hal ini berdampak langsung
pada kualitas proses internal yang masih belum berbasis data dan belum
terintegrasi secara optimal. Kesenjangan pada perspektif proses internal
menunjukkan bahwa meskipun strategi telah dirancang, namun implementasinya
masih belum efektif akibat lemahnya koordinasi dan sistem evaluasi. Kondisi ini
kemudian berdampak pada perspektif pelanggan, di mana masyarakat belum

sepenuhnya terlibat dalam program penanganan narkoba.

Dari perspektif keuangan, keterbatasan anggaran dan belum optimalnya
alokasi sumber daya menjadi hambatan dalam mendukung keberlanjutan program.
Sementara itu, pada perspektif risiko strategis, belum adanya sistem manajemen
risiko yang terstruktur menyebabkan organisasi cenderung bersifat reaktif dalam
menghadapi perubahan dinamika narkoba. Dengan demikian, gap analysis ini
menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan strategi yang lebih terintegrasi,

adaptif, dan berbasis sistem untuk mengatasi kesenjangan yang ada.
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4.4. Analisis Perancangan Strategis Berdasarkan Balance Scorecard

Analisis perancangan strategis dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) sebagai kerangka analisis
utama. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang
komprehensif mengenai bagaimana suatu organisasi merancang strategi tidak
hanya dari aspek internal, tetapi juga dari perspektif eksternal serta kapasitas
jangka panjang organisasi.

Dalam penelitian ini, penggunaan Balanced Scorecard tidak dimaksudkan
sebagai alat ukur kuantitatif, melainkan sebagai kerangka konseptual untuk
mengorganisasikan dan menginterpretasikan data kualitatif yang diperoleh melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, setiap perspektif
dalam Balanced Scorecard diterjemahkan ke dalam dimensi analisis yang relevan
dengan perancangan strategi penanganan narkoba.

Analisis ini difokuskan pada bagaimana Polrestabes Kota Palembang
merancang strategi dalam penanganan narkoba di wilayah Palembang, yang
meliputi proses identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan strategis, pengambilan
keputusan, hingga penyusunan program dan kebijakan. Selain itu, analisis ini juga
mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perancangan
strategi, seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas organisasi, serta dinamika
lingkungan eksternal yang terus berkembang. Dengan menggunakan pendekatan
Balanced Scorecard, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman
yang lebih mendalam mengenai:

1. Bagaimana perancangan strategi dilakukan dalam organisasi

2. Sejauh mana strategi tersebut telah mempertimbangkan berbagai

perspektif strategis

3. Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam perancangan

strategi

4. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas perancangan

strategi ke depan

Berdasarkan kerangka tersebut, analisis dalam penelitian ini akan dibagi ke

dalam lima bagian utama:
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1. Perspektif keuangan
Perspektif pelanggan (masyarakat)
Perspektif proses internal

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

A T

Perspektif risiko strategis

Masing-masing perspektif akan dianalisis secara mendalam berdasarkan
data hasil penelitian lapangan yang telah dikumpulkan, sehingga menghasilkan
gambaran yang komprehensif mengenai perancangan strategi dalam penanganan

narkoba.

4.4.1.Prespektif Keuangan

Perspektif keuangan dalam Balanced Scorecard merupakan salah satu aspek
penting dalam menilai bagaimana organisasi merancang strategi dengan
mempertimbangkan keterbatasan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki.
Dalam konteks organisasi publik seperti Polrestabes Kota Palembang, perspektif
keuangan tidak berorientasi pada profit, melainkan pada efisiensi, efektivitas,
serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Perancangan strategi dalam penanganan narkoba sangat dipengaruhi oleh
kemampuan organisasi dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat dan
proporsional. Hal ini mencakup bagaimana anggaran disusun, didistribusikan,
serta digunakan untuk mendukung berbagai program seperti pencegahan,
penindakan, dan rehabilitasi. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan
utama yang dihadapi, sehingga organisasi dituntut untuk mampu menentukan
prioritas strategi secara selektif dan berbasis kebutuhan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan
sejumlah informan dari Plresta Kota Palembang, diperoleh informasi bahwa
proses perencanaan anggaran dalam penanganan narkoba telah dilaksanakan
secara sistematis melalui mekanisme perencanaan tahunan. Perencanaan tersebut
mengacu pada program prioritas P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang telah ditetapkan sebagai

pedoman utama dalam penyusunan strategi organisasi.
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Salah satu informan menyampaikan bahwa proses perencanaan anggaran
dilakukan secara terstruktur, namun masih menghadapi keterbatasan dalam
pemenuhan kebutuhan program secara keseluruhan, sebagaimana dinyatakan
berikut:

“Perencanaan anggaran dilakukan setiap tahun berdasarkan program
prioritas, namun tidak semua kebutuhan dapat terakomodasi karena keterbatasan
anggaran.” (I1.2 — Q1)

Lebih lanjut, dalam proses penentuan prioritas program, organisasi
dihadapkan pada kondisi dilema dalam mendistribusikan sumber daya yang
terbatas. Hal ini mengharuskan organisasi untuk melakukan seleksi program
secara ketat berdasarkan urgensi dan tingkat kebutuhan di lapangan, sebagaimana
diungkapkan oleh informan:

“Kami harus menentukan program mana yang lebih diprioritaskan karena
anggaran tidak mencukupi untuk semua kegiatan.” (I1.1 — Q2)
Dalam upaya menjaga keberlangsungan program, organisasi juga

melakukan berbagai strategi efisiensi dengan mengoptimalkan sumber daya yang
tersedia, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana prasarana,
sebagaimana dinyatakan:

“Kami memaksimalkan penggunaan SDM yang ada dan fasilitas yang
tersedia agar kegiatan tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan.” (11.3 — Q3)
Namun demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama yang

mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mengembangkan program yang
lebih inovatif dan adaptif terhadap dinamika peredaran narkoba, sebagaimana
diungkapkan oleh informan:

“Keterbatasan anggaran sering menjadi hambatan dalam mengembangkan
program yang lebih inovatif.” (I1.2 — QS5)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun
proses perencanaan anggaran telah dilakukan secara sistematis, namun
keterbatasan sumber daya finansial masih menjadi faktor penghambat utama
dalam optimalisasi perancangan strategi penanganan narkoba.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat dipahami bahwa perancangan
strategis dalam perspektif keuangan masih berada dalam kondisi resource-

constrained environment, yaitu situasi di mana keterbatasan sumber daya,
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khususnya anggaran, menjadi faktor pembatas utama dalam pengembangan dan
implementasi strategi organisasi.

Dalam kerangka Balanced Scorecard yang dikemukakan oleh Robert S.
Kaplan dan David P. Norton, perspektif keuangan dalam organisasi publik tidak
berorientasi pada pencapaian keuntungan (profit), melainkan lebih menekankan
pada aspek efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber
daya yang tersedia. Dengan demikian, keberhasilan perancangan strategi tidak
hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan organisasi
dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai dengan prioritas strategis.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perencanaan
anggaran yang dilakukan oleh organisasi masih menghadapi beberapa kelemahan,
antara lain:

1. Alokasi anggaran belum sepenuhnya berbasis prioritas strategis yang
terukur, sehingga belum mampu secara optimal mendukung program-
program dengan dampak strategis yang tinggi.

2. Keterbatasan sumber daya finansial menghambat pengembangan inovasi
program, khususnya dalam menghadapi dinamika peredaran narkoba
yang semakin kompleks dan adaptif.

3. Perencanaan anggaran masih cenderung bersifat administratif, yaitu
berfokus pada pemenuhan kebutuhan rutin organisasi, dan belum
sepenuhnya mengarah pada perencanaan strategis yang berbasis hasil

(outcome-oriented).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perancangan strategi belum
sepenuhnya mengadopsi prinsip strategic resource allocation, yaitu suatu
pendekatan yang menekankan pada pengalokasian sumber daya berdasarkan

tingkat kontribusinya terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi.

Dengan demikian, diperlukan upaya untuk memperkuat perencanaan

anggaran yang lebih strategis, antara lain melalui:

1. Penentuan prioritas program berbasis data dan kebutuhan lapangan

2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
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3. Pengembangan inovasi program yang tetap mempertimbangkan

keterbatasan sumber daya

Hal ini menjadi penting agar perancangan strategi penanganan narkoba
dapat dilakukan secara lebih optimal, adaptif, dan berkelanjutan, khususnya dalam
menghadapi kompleksitas permasalahan narkoba di wilayah kerja Polresta

Palembang.

4.4.2.Perspektif Pelanggan (Masyarakat)

Perspektif pelanggan dalam Balanced Scorecard menempatkan masyarakat
sebagai pihak utama yang menerima manfaat dari implementasi strategi organisasi.
Dalam konteks penelitian ini, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai objek
kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran strategis dalam
mendukung keberhasilan penanganan narkoba.

Perancangan strategi yang efektif seharusnya mampu mengakomodasi
kebutuhan, karakteristik, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya
narkoba. Hal ini mencakup bagaimana organisasi merancang program yang
bersifat preventif melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat,
serta bagaimana strategi tersebut mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat
secara merata.

Namun demikian, dalam praktiknya seringkali ditemukan adanya
kesenjangan antara program yang dirancang dengan kebutuhan riil masyarakat di
lapangan. Oleh karena itu, analisis pada perspektif ini diarahkan untuk mengkaji
sejauh mana strategi yang dirancang oleh Polresta Kota Palembang telah
berorientasi pada masyarakat, termasuk dalam hal partisipasi publik, aksesibilitas
program, serta respons masyarakat terhadap upaya penanganan narkoba yang
dilakukan di wilayah Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan dari Polresta
Kota Palembang serta masyarakat, diketahui bahwa organisasi telah melakukan
berbagai upaya dalam merancang strategi yang berorientasi pada masyarakat

sebagai penerima manfaat utama. Upaya tersebut diwujudkan melalui program
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sosialisasi, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan
penyalahgunaan narkoba.

Salah satu informan menyampaikan bahwa:

“Kami rutin melakukan sosialisasi ke sekolah, kampus, dan lingkungan
masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba.” (I1.3 — Q7)

Namun demikian, cakupan pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya
merata di seluruh wilayah, sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

“Belum semua wilayah bisa dijangkau karena keterbatasan tenaga dan
waktu.” (I1.2 — Q9)

Dari sisi masyarakat, diperoleh informasi bahwa intensitas kegiatan
sosialisasi masih terbatas, sehingga belum mampu membentuk pemahaman yang
komprehensif:

“Kami pernah ikut sosialisasi, tapi tidak sering dilakukan, jadi masih banyak
masyarakat yang belum paham sepenuhnya.” (I14.2 — Q10)

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program yang dirancang juga masih
bervariasi, sebagaimana dinyatakan:

“Ada masyarakat yang aktif mendukung, tetapi ada juga yang kurang peduli
terhadap program yang dilakukan.” (I3.3 — Q8)

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun strategi
telah diarahkan pada masyarakat, namun implementasinya belum sepenuhnya
menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Balanced Scorecard, pelanggan atau masyarakat
merupakan elemen utama yang menentukan keberhasilan strategi organisasi.
Dalam konteks organisasi publik seperti Polresta Kota Palembang, masyarakat
tidak hanya diposisikan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra
strategis dalam keberhasilan program penanganan narkoba.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang
dirancang masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Belum meratanya jangkauan program sosialisasi, sehingga terdapat

kesenjangan informasi di masyarakat
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2. Partisipasi masyarakat yang belum optimal, yang menunjukkan
rendahnya keterlibatan publik dalam program
3. Keterbatasan intensitas program, yang berdampak pada kurangnya

keberlanjutan edukasi

Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi masih cenderung bersifat top-down,
di mana masyarakat lebih berperan sebagai objek daripada subjek dalam

perancangan strategi.

Padahal, dalam pendekatan modern manajemen strategi publik, diperlukan
penerapan community-based strategy, yaitu strategi yang melibatkan masyarakat

secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.
Dengan demikian, diperlukan penguatan strategi yang:

1. Lebih partisipatif
2. Berbasis kebutuhan masyarakat

3. Berkelanjutan dan merata

4.4.3.Perspektif Proses Internal

Perspektif proses internal dalam Balanced Scorecard menekankan pada
bagaimana organisasi merancang dan menjalankan proses-proses internal yang
mendukung pencapaian tujuan strategis. Dalam konteks perancangan strategi,
perspektif ini berkaitan dengan mekanisme internal organisasi dalam melakukan
analisis lingkungan, perumusan strategi, pengambilan keputusan, serta koordinasi
antar unit dan lembaga terkait.

Perancangan strategi penanganan narkoba tidak dapat dilakukan secara
parsial, melainkan memerlukan integrasi antara berbagai fungsi organisasi serta
sinergi dengan lembaga lain, khususnya Polri. Koordinasi yang efektif menjadi
kunci dalam memastikan bahwa strategi yang dirancang dapat diimplementasikan
secara optimal di lapangan.

Namun demikian, dalam praktiknya seringkali ditemukan adanya kendala

dalam proses internal, seperti kurangnya integrasi antar unit, dominasi
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pengambilan keputusan secara top-down, serta belum optimalnya koordinasi lintas
lembaga. Oleh karena itu, analisis dalam perspektif ini difokuskan pada
bagaimana proses perancangan strategi dilakukan, sejauh mana koordinasi
berjalan efektif, serta bagaimana organisasi mengelola proses internal dalam
mendukung strategi penanganan narkoba di wilayah Polresta Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa proses perancangan strategis
dilakukan melalui tahapan analisis lingkungan, perumusan tujuan, serta koordinasi
lintas lembaga.

Informan menyatakan:

“Kami menganalisis data kasus dan kondisi lapangan sebagai dasar dalam
menyusun strategi.” (I1.1 — QL1)

Selain itu, koordinasi dengan Polri khususnya Polresta Palembang menjadi
bagian penting dalam pelaksanaan strategi:

“Kami bekerja sama dengan Polresta dalam penindakan dan pertukaran
informasi.” (I12.1 — Q16)

Namun demikian, koordinasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal:

“Koordinasi sudah ada, tetapi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam
sinkronisasi program.” (12.2 — Q16)

Selain itu, proses pengambilan keputusan strategis masih bersifat hierarkis:

“Keputusan biasanya ditentukan oleh pimpinan berdasarkan laporan dari
unit di bawah.” (I1.1 — Q14)

Perspektif proses internal dalam Balanced Scorecard menekankan
pentingnya efektivitas proses organisasi dalam mendukung strategi. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa proses perancangan strategi telah dilakukan secara
formal, namun masih memiliki beberapa kelemahan.

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi meliputi:

1. Koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, sehingga menghambat
integrasi strategi
2. Dominasi pendekatan top-down, yang membatasi partisipasi unit

pelaksana
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3. Kurangnya integrasi antar program, sehingga strategi belum berjalan

secara sinergis

Menurut Henry Mintzberg, strategi yang efektif harus bersifat adaptif dan

partisipatif, tidak hanya bersandar pada perencanaan formal semata.
Dengan demikian, diperlukan penguatan dalam:

1. Koordinasi lintas lembaga
2. Integrasi proses internal

3. Fleksibilitas dalam pengambilan keputusan

4.4.4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan fondasi utama dalam
Balanced Scorecard yang berfokus pada kemampuan organisasi untuk
berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Perspektif ini
mencakup aspek sumber daya manusia, budaya organisasi, inovasi, serta
pemanfaatan teknologi dalam mendukung perancangan dan implementasi strategi.

Dalam konteks penanganan narkoba, dinamika peredaran narkotika yang
terus berkembang menuntut organisasi untuk memiliki kapasitas yang adaptif dan
inovatif. Hal ini berarti bahwa organisasi harus mampu meningkatkan kompetensi
sumber daya manusia, mengembangkan metode dan pendekatan baru dalam
strategi, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas
program.

keterbatasan dalam kapasitas SDM, kurangnya pelatihan, serta minimnya
inovasi seringkali menjadi hambatan dalam perancangan strategi yang optimal.
Oleh karena itu, analisis pada perspektif ini diarahkan untuk mengkaji sejauh
mana organisasi telah mengembangkan kapasitas internalnya, serta bagaimana
aspek pembelajaran dan pertumbuhan berkontribusi terhadap perancangan strategi
yang lebih adaptif dan berkelanjutan di wilayah Polresta Palembang.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa kapasitas sumber daya manusia

masih menjadi salah satu kendala dalam perancangan strategi.
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“Kami masih membutuhkan peningkatan kompetensi SDM, terutama dalam
menghadapi perkembangan modus narkoba.” (I1.4 — Q18)

Pelatihan telah dilakukan, namun belum merata:

“Pelatihan ada, tetapi belum semua personel mendapatkan kesempatan.”
(11.2-Q19)

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga belum optimal:

“Penggunaan teknologi masih terbatas pada administrasi, belum
dimanfaatkan untuk analisis strategis.” (I1.3 = Q21)

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan fondasi utama dalam
Balanced Scorecard. Temuan penelitian menunjukkan bahwa organisasi masih
menghadapi keterbatasan dalam kapasitas internal. Beberapa kelemahan yang

ditemukan meliputi:

1. Keterbatasan kompetensi SDM
2. Pelatihan yang belum merata

3. Pemanfaatan teknologi yang belum optimal

Hal ini menunjukkan bahwa perancangan strategi belum didukung oleh
organizational capability yang kuat. Padahal, dalam konteks penanganan narkoba

yang dinamis, organisasi dituntut untuk:

1. Adaptif terhadap perubahan
2. Inovatif dalam strategi

3. Berbasis teknologi

4.4.5.Perspektif Risiko Strategis

Selain keempat perspektif utama dalam Balanced Scorecard, penelitian ini
juga memasukkan perspektif risiko strategis sebagai dimensi tambahan yang
relevan dengan karakteristik permasalahan narkoba. Hal ini dikarenakan
penanganan narkoba merupakan isu yang memiliki tingkat kompleksitas dan
ketidakpastian yang tinggi, sehingga memerlukan pendekatan strategi yang

berbasis risiko.
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Perancangan strategi yang efektif tidak hanya berfokus pada pencapaian
tujuan, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi,
mengantisipasi, dan memitigasi berbagai risiko yang dapat menghambat
implementasi strategi. Risiko tersebut dapat berasal dari faktor internal, seperti
keterbatasan sumber daya, maupun faktor eksternal, seperti perubahan modus
operandi jaringan narkoba yang semakin kompleks.

Dalam praktiknya, pengelolaan risiko seringkali belum dilakukan secara
sistematis dan terintegrasi dalam proses perancangan strategi. Oleh karena itu,
analisis dalam perspektif ini difokuskan pada bagaimana organisasi
mengidentifikasi risiko strategis, menyusun strategi mitigasi, serta melakukan
evaluasi terhadap strategi yang telah dijalankan dalam penanganan narkoba di
wilayah Polresta Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa organisasi telah menyadari adanya
risiko dalam penanganan narkoba.

“Modus peredaran narkoba semakin berkembang dan sulit dideteksi.” (12.2 — Q26)

Namun, strategi mitigasi belum sepenuhnya terstruktur:

“Kami sudah mengidentifikasi risiko, tetapi belum semua memiliki strategi
mitigasi yang jelas.” (I1.3 — Q25)

Selain itu, evaluasi strategi masih belum sistematis:

“Evaluasi dilakukan, tetapi belum terstruktur secara menyeluruh.” (I1.1 — Q27)

Temuan ini menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki kesadaran
terhadap risiko strategis, namun belum mengelolanya secara sistematis. Beberapa
kelemahan yang teridentifikasi:

1. Belum adanya sistem manajemen risiko yang terintegrasi

2. Mitigasi risiko yang belum terstruktur

3. Evaluasi yang belum berbasis sistem

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan risk-based strategy belum

diterapkan secara optimal. Padahal, dalam konteks narkoba:

1. Risiko bersifat dinamis
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2. Jaringan terus berkembang

3. Ancaman semakin kompleks
4.5. Strategy Map Perancangan Berdasarkan Balance Scorecard

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat
disusun strategy map sebagai representasi visual hubungan sebab-akibat dari
perancangan strategi Polresta dalam penanganan narkoba di wilayah Kota
Palembang. Strategy map ini disusun berdasarkan pendekatan Balanced Scorecard,
yang meliputi perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, proses internal,
pelanggan, dan keuangan, serta diperkuat dengan dimensi risiko strategis.

Penyusunan strategy. map dalam penelitian ini bertujuan untuk
menunjukkan bahwa keberhasilan strategi penanganan narkoba tidak dapat
dipahami sebagai hasil dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi
dari keterkaitan yang kompleks dan saling mempengaruhi antar berbagai dimensi
dalam organisasi. Dimensi tersebut meliputi faktor internal organisasi, seperti
kapasitas sumber daya manusia, budaya kerja, dan pemanfaatan teknologi

efektivitas proses internal yang

Strategi Penanganan Narkoba di
Polresta Kota Palembang

Perspektif PEMBELJARAN Pertunbuhan

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia

e Penguatan pelatihan dan pengembangan personel
e Pemanfatan teknologi dan sistem informasi

e Penguatan budaya kerja kolaboratif dan adaptif

ategi
olj e Penyusunan strategi yang lebih adaptif dan berbasis data
Zull

< * Penguatan koordinasi antara BNN dan Polresta Palembang

;‘&a ® Penyempurnaan mekanisme pengamilan keputusan strategis
e Penguatan monitoring, evaluasi, dan mitigasi risiko

L 2

Perspektif PELANGGAN (MASYARAKAT)

®
.?g‘_ e Peningkatan jangkauan sosialisasi dan edukasi narkoba

® g ® ® e Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan
Fgp o™

e Penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi
* Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba )

L 2
Perspektif KEUANGAN
e Optimalisasi alokasi anggaran berbasis prioritas
« Efisiensi penggunaan sumber daya organisasi

» Dukungan pendanaan yang lebih tepat sasaran
e Keberlanjutan program penanganan narkoba

TUJUAN AKHIR STRATEGIS

@ Meningkatnya efektivitas penanganan narkoba
di wilayah Polresta Kota Palembang melalui strategi
yang adaptif, terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan.

N

strategis

Gambar 4.2. Perancangan Strategy MAP Berdasarkan Balance Scorecard
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mencakup analisis strategis, koordinasi antar lembaga, serta mekanisme
pengambilan keputusan; orientasi kepada masyarakat sebagai penerima manfaat
utama; serta dukungan sumber daya yang mencakup pengelolaan anggaran dan
infrastruktur organisasi. Selain itu, aspek pengelolaan risiko juga menjadi faktor
penting dalam memastikan keberlanjutan dan ketahanan strategi terhadap

dinamika permasalahan narkoba yang terus berkembang.

Strategy map di atas menunjukkan bahwa perspektif pembelajaran dan
pertumbuhan menjadi fondasi utama dalam perancangan strategi. Hal ini
disebabkan karena peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pelatihan yang
berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, serta budaya kerja yang adaptif akan
memperkuat kapasitas internal organisasi. Tanpa fondasi ini, organisasi akan

kesulitan dalam menyusun dan menjalankan strategi yang efektif.

Selanjutnya, kapasitas tersebut akan mempengaruhi perspektif proses
internal, khususnya dalam hal kualitas analisis strategis, koordinasi antar lembaga,
pengambilan keputusan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Proses
internal yang kuat akan menghasilkan strategi yang lebih terarah, responsif, dan

sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Proses internal yang efektif kemudian berdampak pada perspektif pelanggan,
yaitu masyarakat. Melalui strategi yang lebih baik, program sosialisasi, edukasi,
dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas dan lebih tepat
sasaran. Dampaknya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat serta

tumbuhnya kesadaran kolektif terhadap bahaya narkoba.

Keberhasilan pada perspektif masyarakat selanjutnya akan berkontribusi
terhadap perspektif keuangan, karena program yang tepat sasaran akan
mendorong penggunaan anggaran secara lebih efisien dan efektif. Dengan
demikian, anggaran yang tersedia dapat dialokasikan pada program-program
prioritas yang benar-benar memberikan dampak strategis terhadap penanganan

narkoba.
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Pada akhirnya, keterkaitan antar perspektif tersebut bermuara pada tujuan
akhir, yaitu meningkatnya efektivitas penanganan narkoba di wilayah Polresta
Kota Palembang. Efektivitas tersebut tercermin dari semakin kuatnya koordinasi
kelembagaan, meningkatnya peran masyarakat, optimalnya penggunaan sumber
daya, serta lebih adaptifnya strategi organisasi terhadap dinamika peredaran
narkoba. seluruh proses tersebut akan mendorong efisiensi penggunaan anggaran
dan keberlanjutan program, sehingga tujuan strategis organisasi dalam

meningkatkan efektivitas penanganan narkoba dapat tercapai.

4.6. Matriks KPI (Key Performance Indicators)

Matriks Key Performance Indicators (KPI) dalam penelitian ini disusun
berdasarkan pendekatan Balanced Scorecard yang mengintegrasikan berbagai
perspektif strategis dalam organisasi. KPI tersebut digunakan sebagai alat untuk
mengidentifikasi sejauh mana perancangan strategi telah memenuhi tujuan yang

diharapkan, khususnya dalam penanganan narkoba di wilayah Polresta Kota

Palembang.
Tabel 4.17 Tabel KPI Berbasis Balance Scorecard
N | Perspektif | Sasaran Indikato | Ukuran Target Sumber Data
0 Strategis r KPI (Measurem
ent)

1 | Pembelaj | Peningkat | Tingkat | Jumlah > 80% Data SDM
aran & an kompete | personel BNN
Pertumbu | kompeten | nsi terlatih
han si SDM personel | (%)

Penguatan | Frekuen | Jumlah >4 Dokumen
pelatihan | si pelatihan | kali/tahun | pelatihan
pelatiha | per tahun
n
Pemanfaat | Tingkat | % >70% Sistem
an penggun | penggunaa informasi
teknologi | aan n
sistem teknologi
dalam
operasiona
1
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Budaya Tingkat | Respons Tinggi Wawancara
kerja adaptasi | terhadap
adaptif perubah | perubahan
an strategi
Proses Peningkat | Kualitas | Kesesuaia | Baik Dokumen
Internal an analisis | n strategi strategi
kualitas strategis | dengan
strategi kondisi
lapangan
Koordinas | Intensita | Jumlah >6 Notulen rapat
1 antar s rapat kali/tahun
lembaga - | koordina | koordinasi
si
Pengambi | Kecepat | Waktu Cepat Wawancara
lan an respon
keputusan | keputusa | keputusan
n
Monitorin | Frekuen | Jumlah >3 Laporan
g& si evaluasi kali/tahun | kegiatan
evaluasi evaluasi | program
Pelangga | Peningkat | Jangkau | Jumlah >20 Laporan
n an an kegiatan kegiatan/ta | kegiatan
(Masyara | sosialisasi | sosialisa | sosialisasi | hun
kat) si
Partisipasi | Tingkat | Jumlah Meningkat | Wawancara
masyarak | partisipa | masyaraka
at si t terlibat
Kesadaran | Tingkat | Persepsi Tinggi Survey/Wawa
masyarak | pemaha | masyaraka ncara
at man t
Kepuasan | Tingkat | Feedback | Baik Survey
masyarak | kepuasa | masyaraka
at n t
Keuangan | Efisiensi | Tingkat | Perbandin | Efisien Laporan
anggaran | efisiensi | gan output keuangan
\&
anggaran
Alokasi Kesesuai | Prioritas Sesuai Dokumen
strategis an program anggaran
anggara | vs
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n anggaran
Keberlanj | Stabilita | Konsistens | Stabil Laporan
utan S 1 program tahunan
program | pendana
an
5 | Risiko Identifika | Tingkat | Jumlah Tinggi Wawancara
Strategis | si risiko identifik | risiko
asi teridentifik
asi
Mitigasi Strategi | Jumlah Ada Dokumen
risiko mitigasi | strategi
mitigasi
Evaluasi | Frekuen | Evaluasi > 2 kali Laporan
risiko si risiko per
evaluasi | tahun

Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, indikator difokuskan pada
peningkatan kapasitas internal organisasi, seperti kompetensi sumber daya
manusia, pelatihan, pemanfaatan teknologi, serta budaya kerja adaptif. Perspektif

ini menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan strategi.

Selanjutnya, pada perspektif proses internal, indikator diarahkan pada
efektivitas proses perancangan strategi, termasuk analisis strategis, koordinasi

antar lembaga, pengambilan keputusan, serta monitoring dan evaluasi program.

Pada perspektif pelanggan, indikator menitikberatkan pada keterlibatan
masyarakat, jangkauan program sosialisasi, serta tingkat kesadaran dan kepuasan

masyarakat terhadap program penanganan narkoba.

Sementara itu, perspektif keuangan difokuskan pada efisiensi dan efektivitas
penggunaan anggaran, serta kesesuaian alokasi sumber daya dengan prioritas

strategis organisasi.

Terakhir, perspektif risiko strategis digunakan untuk mengidentifikasi dan
mengelola berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan strategi,

sehingga organisasi dapat lebih adaptif terhadap dinamika peredaran narkoba.
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Dengan demikian, matriks KPI ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur,
tetapi juga sebagai kerangka evaluasi strategis yang mendukung peningkatan

efektivitas penanganan narkoba secara berkelanjutan.

4.7. Blueprint Implementasi Strategi 3-5 Tahun

Blueprint implementasi strategi ini disusun sebagai langkah operasional
dalam menerjemahkan hasil penelitian ke dalam rencana aksi yang sistematis dan
berkelanjutan. Blueprint ini mengacu pada pendekatan Balanced Scorecard, yang
menekankan keterkaitan antara peningkatan kapasitas organisasi, efektivitas
proses internal, orientasi kepada masyarakat, serta efisiensi pengelolaan sumber
daya.

Periode implementasi dirancang selama 3-5 tahun dengan pendekatan
bertahap (phased implementation), sehingga setiap program dapat dijalankan
secara realistis sesuai dengan kapasitas organisasi serta dinamika permasalahan

narkoba yang terus berkembang.

Tabel 4.18 Tabel ringkasan Blueprint

Tahun | Fokus Program Utama Outcome
Tahun | Fondasi SDM & SOP, pemetaan SDM, Strategi

1 Strategi koordinasi awal terstruktur
Tahun | Proses Internal Analisis data, pelatihan, Proses lebih
2 monitoring efektif
Tahun | Masyarakat Sosialisasi, partisipasi Kesadaran

3 publik meningkat
Tahun | Inovasi & Efisiensi | Digitalisasi, inovasi Strategi adaptif
4 program

Tahun | Integrasi & Evaluasi, manajemen risiko | Strategi

5 Keberlanjutan berkelanjutan

Blueprint implementasi strategi ini menunjukkan bahwa keberhasilan
penanganan narkoba tidak dapat dicapai secara instan, melainkan memerlukan
proses yang bertahap, terstruktur, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan

Balanced Scorecard, setiap tahapan implementasi dirancang untuk saling
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mendukung, mulai dari penguatan kapasitas internal organisasi, peningkatan
efektivitas proses, hingga penguatan peran masyarakat. implementasi strategi
yang dirancang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan narkoba
di wilayah Polresta Palembang secara signifikan dalam jangka menengah hingga

jangka panjang.

4.8. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis melalui pendekatan
Balanced Scorecard, diperoleh gambaran komprehensif mengenai perancangan
strategi yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Palembang dalam penanganan
narkoba di wilayah Palembang. Sintesis pembahasan ini mengintegrasikan temuan
dari empat perspektif utama Balanced Scorecard, yaitu perspektif keuangan,
pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan, yang diperkuat
dengan dimensi tambahan berupa risiko strategis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan strategi telah dilakukan
secara sistematis melalui mekanisme perencanaan yang terstruktur, baik dalam hal
penyusunan program, penentuan prioritas, maupun koordinasi antar lembaga. Hal
ini menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki kerangka dasar manajemen
strategi yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan program penanganan
narkoba.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, masih terdapat sejumlah
kelemahan yang mempengaruhi optimalisasi perancangan strategi. Dari perspektif
keuangan, keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang membatasi ruang
gerak organisasi dalam mengembangkan program secara maksimal. Kondisi ini
menyebabkan strategi yang dirancang cenderung bersifat selektif dan belum
sepenuhnya berbasis pada prioritas strategis yang terukur.

Dari perspektif pelanggan, ditemukan bahwa strategi yang dirancang belum
sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Program yang dilaksanakan masih memiliki keterbatasan dalam hal intensitas dan
cakupan, sehingga partisipasi masyarakat belum optimal. Hal ini menunjukkan
bahwa pendekatan strategi yang digunakan masih cenderung bersifat fop-down

dan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan partisipatif berbasis masyarakat.
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Dari perspektif proses internal, meskipun telah terdapat mekanisme analisis
dan koordinasi, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Koordinasi
lintas lembaga, khususnya dengan Polri, masih menghadapi kendala dalam hal
sinkronisasi program dan integrasi kebijakan. Selain itu, proses pengambilan
keputusan yang masih bersifat hierarkis juga menjadi salah satu faktor yang
menghambat fleksibilitas dalam perancangan strategi.

Dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, ditemukan bahwa kapasitas
internal organisasi, khususnya sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi,
masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan kompetensi, kurangnya pelatihan yang
merata, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi menjadi hambatan dalam
menciptakan strategi yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Selain itu, dari perspektif risiko strategis, meskipun organisasi telah
memiliki kesadaran terhadap berbagai risiko dalam penanganan narkoba, namun
pengelolaan risiko tersebut belum dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Hal
ini terlihat dari belum adanya strategi mitigasi yang jelas serta sistem evaluasi
yang belum terstruktur secara berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan seluruh temuan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa perancangan strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam
penanganan narkoba di wilayah Polresta Palembang masih belum optimal dalam
mengimplementasikan prinsip-prinsip Balanced Scorecard secara menyeluruh.
Strategi yang dirancang masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi
sumber daya, proses internal, maupun kapasitas organisasi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan perancangan strategi yang
lebih komprehensif dengan memperhatikan beberapa aspek penting, antara lain:

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran berbasis

prioritas strategis

2. Penguatan pendekatan partisipatif dalam melibatkan masyarakat

3. Peningkatan koordinasi dan integrasi antar lembaga

4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan

teknologi

5. Penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan berbasis sistem
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Dengan demikian, perancangan strategi penanganan narkoba diharapkan
dapat menjadi lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab

tantangan kompleksitas permasalahan narkoba yang terus berkembang.

4.9. Rekapitulasi Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, komprehensif, dan
terstruktur mengenai hasil analisis perancangan strategi, peneliti menyajikan
rekapitulasi pembahasan yang disusun berdasarkan perspektif Balanced Scorecard,
yang meliputi perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, pembelajaran dan
pertumbuhan, serta risiko strategis. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan
bahwa seluruh dimensi strategis dalam organisasi dapat dianalisis secara
menyeluruh dan saling terintegrasi, sehingga memberikan pemahaman yang utuh
terhadap kondisi perancangan strategi yang telah dilakukan.

Setelah dilakukan analisis secara’ mendalam terhadap masing-masing
perspektif dalam Balanced Scorecard, maka diperlukan suatu rangkuman yang
bersifat integratif untuk menggabungkan seluruh temuan penelitian ke dalam satu
kerangka yang lebih sistematis. Rekapitulasi pembahasan ini bertujuan untuk
menyajikan gambaran menyeluruh mengenai hasil analisis yang telah dilakukan,
sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi pola-pola strategis, permasalahan
utama, serta keterkaitan antar faktor yang mempengaruhi efektivitas perancangan
strategi. Selain itu, melalui rekapitulasi ini, peneliti juga dapat menelaah
hubungan sebab-akibat antar perspektif, sehingga diperoleh pemahaman yang
lebih mendalam mengenai dinamika strategi yang terjadi di lapangan.

Penyusunan rekapitulasi ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk
mengkonsolidasikan berbagai temuan yang telah diuraikan pada subbab
sebelumnya, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, pembelajaran
dan pertumbuhan, serta risiko strategis, ke dalam suatu bentuk penyajian yang
lebih ringkas namun tetap substansial. Dengan adanya konsolidasi ini, diharapkan
pembahasan menjadi lebih fokus, tidak terfragmentasi, dan mampu menunjukkan
benang merah antara satu perspektif dengan perspektif lainnya. Lebih lanjut,
rekapitulasi ini juga berfungsi sebagai dasar analitis dalam merumuskan

kesimpulan dan rekomendasi strategis pada bab selanjutnya, sehingga keseluruhan
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hasil penelitian dapat disajikan secara logis, sistematis, dan memiliki nilai

kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

Dengan adanya konsolidasi ini, pembahasan yang sebelumnya bersifat
parsial dan terfragmentasi dapat disusun kembali menjadi lebih fokus dan koheren,
sehingga mampu menunjukkan keterkaitan logis antar perspektif dalam kerangka
Balanced Scorecard. Keterkaitan tersebut menjadi penting untuk mengidentifikasi
pola hubungan sebab-akibat (cause and effect relationship) antar dimensi strategis,
yang pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana
setiap perspektif berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi

secara keseluruhan.

Rekapitulasi ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi isu-isu
strategis utama, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang mempengaruhi
efektivitas penanganan narkoba. Melalui proses sintesis ini, dapat diungkap area-
area kritis yang memerlukan perhatian dan perbaikan, sekaligus memperlihatkan
kekuatan dan kelemahan dalam perancangan strategi yang telah dijalankan oleh
organisasi. Dengan demikian, rekapitulasi tidak hanya menyajikan hasil penelitian,
tetapi juga memberikan nilai tambah berupa pemahaman yang lebih mendalam

terhadap dinamika implementasi strategi di lapangan.

Hasil konsolidasi ini menjadi pijakan dalam menyusun strategi perbaikan
yang lebih terarah, berbasis bukti empiris, serta selaras dengan kerangka teoritis
yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, keseluruhan hasil penelitian
dapat disajikan secara logis, sistematis, dan terintegrasi, serta memiliki kontribusi
yang signifikan baik secara teoritis dalam pengembangan ilmu manajemen
strategis sektor publik, maupun secara praktis dalam peningkatan efektivitas
penanganan narkoba di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Polresta Kota

Palembang.
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Tabel 4.19. Strategi Pengukuran Kinerja

Perspektif | Permasalaha | Strategi KPI Target
n Utama Perbaikan
Pembelajara | Kompetensi Peningkatan | % SDM > 80%
n& SDM belum pelatihan & | terlatih
Pertumbuha | optimal sertifikasi
n SDM
Pelatihan Program Frekuensi > 4 kali/tahun
belum merata | pelatihan pelatihan
berkala
Teknologi Digitalisasi | Tingkat >70%
belum optimal | sistem kerja | penggunaan
teknologi
Budaya Penguatan Respons Tinggi
adaptif lemah | budaya terhadap
organisasi perubahan
Proses Koordinasi Penguatan Frekuensi > 6 kali/tahun
Internal antar lembaga | sinergi koordinasi
belum optimal | BNN-Polri
Keputusan Pelibatan Kecepatan Cepat
masih top- unit kerja pengambilan
down dalam keputusan
strategi
Evaluasi Sistem Frekuensi > 3 kali/tahun
belum monitoring | evaluasi
sistematis & evaluasi
Strategi belum | Penguatan Kesesuaian | Baik
berbasis data | analisis strategi
strategis
Pelanggan Jangkauan Perluasan Jumlah >20
(Masyarakat | sosialisasi program kegiatan kegiatan/tahu
) belum merata | sosialisasi n
Partisipasi Program Tingkat Meningkat
masyarakat berbasis partisipasi
rendah komunitas
Kesadaran Edukasi Tingkat Tinggi
masyarakat berkelanjuta | kesadaran
rendah n
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Kepercayaan | Peningkatan | Kepuasan Baik

publik belum | pelayanan masyarakat
optimal publik
4 | Keuangan Anggaran Optimalisasi | Efisiensi Efisien
terbatas alokasi anggaran
anggaran

Alokasi belum | Perencanaan | Kesesuaian Sesuai

strategis berbasis anggaran

prioritas
Program Penguatan Stabilitas Stabil
belum pendanaan program

berkelanjutan | program

5 | Risiko Risiko belum | Pemetaan Jumlah Tinggi
Strategis terkelola risiko risiko
sistematis strategis teridentifikas
i

Mitigasi Penyusunan | Jumlah Ada
belum jelas strategi mitigasi

mitigasi
Evaluasi Evaluasi Frekuensi > 2 kali/tahun
belum rutin risiko evaluasi

berkala

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa
perancangan strategi yang dilakukan oleh Polresta Palembang dalam penanganan
narkoba di wilayah Palembang telah menunjukkan adanya upaya sistematis dalam

merancang program dan kebijakan strategis.

Pada perspektif keuangan, organisasi telah memiliki mekanisme
perencanaan anggaran yang terstruktur, namun masih menghadapi keterbatasan
dalam alokasi sumber daya yang berdampak pada belum optimalnya implementasi
strategi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan perencanaan anggaran yang

lebih berbasis prioritas strategis.

Dari perspektif pelanggan, meskipun program sosialisasi dan edukasi telah
dilaksanakan, namun cakupan program yang belum merata serta rendahnya
partisipasi masyarakat menjadi tantangan utama. Kondisi ini mengindikasikan

perlunya penguatan strategi yang lebih partisipatif dan berbasis masyarakat.
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Selanjutnya, pada perspektif proses internal, meskipun telah terdapat
mekanisme koordinasi dengan Polri, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya
optimal. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antar lembaga dan fleksibilitas

dalam pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan.

Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, keterbatasan kapasitas
sumber daya manusia serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi menjadi
faktor penghambat dalam pengembangan strategi yang inovatif dan adaptif. Oleh
karena itu, peningkatan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi menjadi
kebutuhan yang mendesak. Sementara itu, dari perspektif risiko strategis,
meskipun organisasi telah mampu mengidentifikasi berbagai risiko, namun belum
didukung oleh sistem mitigasi dan evaluasi yang terstruktur. Hal ini menunjukkan
pentingnya penerapan manajemen risiko yang lebih sistematis dalam perancangan
strategi. Secara keseluruhan, rekapitulasi ini menunjukkan bahwa perancangan
strategi masih memerlukan penguatan pada berbagai aspek agar dapat berjalan
secara optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam menghadapi kompleksitas

permasalahan narkoba.
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BAB YV
PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai manajemen strategi
dalam penanganan narkoba di wilayah Polresta Palembang yang dianalisis
menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif Keuangan
Perancangan strategi dalam perspektif keuangan telah dilakukan melalui
mekanisme perencanaan anggaran yang sistematis dan terstruktur.
Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang
mempengaruhi optimalisasi  strategi. Alokasi sumber daya belum
sepenuhnya berbasis pada prioritas strategis yang terukur, sehingga
beberapa program belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Kondisi
ini menunjukkan bahwa perancangan strategi masih berada dalam
keterbatasan sumber daya (resource-constrained).

2. Perspektif Pelanggan (Masyarakat)
Strategi yang dirancang telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat
melalui program sosialisasi dan edukasi. Namun, implementasinya
belum merata di seluruh wilayah dan partisipasi masyarakat masih
relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan strategi yang
digunakan masih cenderung bersifat top-down dan belum sepenuhnya
berbasis pada partisipasi aktif masyarakat (community-based approach).

3. Perspektif Proses Internal
Proses perancangan strategi telah dilakukan melalui analisis kondisi
lapangan serta koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Polri.
Namun demikian, koordinasi lintas lembaga belum berjalan secara
optimal dan pengambilan keputusan masih bersifat hierarkis. Hal ini
berdampak pada kurangnya fleksibilitas dan integrasi dalam pelaksanaan

strategi.
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4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Kapasitas organisasi dalam mendukung perancangan strategi masih
menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal kompetensi sumber daya
manusia, pelatihan yang belum merata, serta pemanfaatan teknologi
yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perancangan
strategi belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan organisasi yang
adaptif dan inovatif.

5. Perspektif Risiko Strategis
Organisasi telah mampu mengidentifikasi berbagai risiko dalam
penanganan narkoba, terutama terkait dengan perkembangan modus
operandi yang semakin kompleks. Namun, pengelolaan risiko tersebut
belum dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, sehingga strategi

mitigasi yang diterapkan belum optimal.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perancangan strategi oleh
dalam penanganan narkoba di wilayah Polresta Palembang telah berjalan secara
sistematis, namun belum sepenuhnya optimal dalam mengintegrasikan seluruh
perspektif Balanced Scorecard secara menyeluruh. Kelemahan utama terletak
pada keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, rendahnya partisipasi

masyarakat, serta belum optimalnya kapasitas organisasi dan pengelolaan risiko.

5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan
beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
meningkatkan perancangan strategi penanganan narkoba, yaitu sebagai berikut:
1. Saran Praktis
1. Peningkatan Pengelolaan Anggaran Strategis
Perlu dilakukan optimalisasi dalam perencanaan dan alokasi
anggaran dengan berbasis pada prioritas strategis dan kebutuhan
lapangan, sehingga penggunaan sumber daya dapat lebih efektif dan

tepat sasaran.
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Penguatan Pendekatan Berbasis Masyarakat

Strategi penanganan narkoba perlu lebih melibatkan masyarakat
secara aktif melalui pendekatan partisipatif, sehingga masyarakat
tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam upaya
pencegahan narkoba.

Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga

Diperlukan penguatan sinergi dan koordinasi antara BNN dan Polri,
khususnya dalam hal pertukaran informasi, sinkronisasi program,
dan pelaksanaan strategi di lapangan.

Pengembangan Kapasitas SDM dan Teknologi

Perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan
teknologi  informasi dalam  mendukung perancangan dan
implementasi strategi.

Penerapan Manajemen Risiko yang Terintegrasi

Organisasi perlu mengembangkan sistem manajemen risiko yang
terstruktur dan berbasis data, sehingga mampu mengantisipasi

perubahan dinamika peredaran narkoba secara lebih efektif.

Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan kajian manajemen strategi, khususnya dalam penerapan

Balanced Scorecard pada organisasi publik. Oleh karena itu, disarankan

bagi peneliti selanjutnya untuk:

1.

Mengembangkan penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk
mengukur efektivitas strategi

Mengkaji lebih dalam integrasi Balanced Scorecard dengan
manajemen risiko

Memperluas objek penelitian pada wilayah atau institusi lain
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Abstrak

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tantangan
serius yang memerlukan strategi organisasi yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian
ini bertujuan menganalisis manajemen strategi Badan Narkotika Nasional (BNN)
dalam penanganan narkoba menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC).
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada BNN
dan Polresta Kota Palembang. Analisis dilakukan melalui perspektif pembelajaran dan
pertumbuhan, proses bisnis internal, pelanggan (masyarakat), keuangan, implementasi
kebijakan, serta risiko strategis. Hasil penelitian - menunjukkan bahwa implementasi
strategi masih menghadapi berbagai kendala berupa keterbatasan sumber daya
manusia, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, keterbatasan anggaran, serta
belum terintegrasinya sistem evaluasi berbasis indikator kinerja. Pendekatan Balanced
Scorecard mampu memberikan kerangka yang komprehensif dalam menyusun strategi
organisasi, mengukur kinerja, serta meningkatkan efektivitas penanganan narkoba
melalui integrasi seluruh perspektif strategis. Penelitian ini memberikan kontribusi
terhadap pengembangan model manajemen strategis sektor publik dalam
meningkatkan efektivitas kebijakan penanganan narkoba.

Kata kunci: Balanced Scorecard, Manajemen Strategi, Narkoba, BNN, Sektor Publik
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Pendahuluan

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu permasalahan
multidimensional yang hingga saat ini masih menjadi ancaman serius bagi kehidupan
sosial, ekonomi, keamanan, dan pembangunan nasional di Indonesia. Perkembangan
jaringan peredaran narkotika yang semakin terorganisasi, lintas negara (transnational
organized crime), serta didukung oleh kemajuan teknologi informasi menjadikan
kejahatan narkotika semakin kompleks dan sulit ditangani. Kondisi tersebut tidak
hanya berdampak pada meningkatnya jumlah penyalahguna narkotika, tetapi juga
mengancam kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial, serta ketahanan nasional.
Oleh karena itu, penanganan narkotika tidak dapat dilakukan hanya melalui
pendekatan penegakan hukum semata, melainkan memerlukan strategi organisasi
yang komprehensif, terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja

seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas utama dalam
pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN),
Badan Narkotika Nasional (BNN) memegang peranan yang sangat strategis dalam
mengoordinasikan berbagai program nasional penanganan narkoba. BNN tidak hanya
menjalankan fungsi represif melalui penindakan terhadap jaringan peredaran
narkotika, tetapi juga melaksanakan berbagai kegiatan preventif, rehabilitatif,
pemberdayaan masyarakat, penelitian, hingga kerja sama nasional maupun
internasional. Luasnya ruang lingkup tugas tersebut menuntut organisasi memiliki
sistem manajemen strategi yang mampu mengintegrasikan seluruh sumber daya

secara efektif agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

Dalam praktiknya, pelaksanaan strategi penanganan narkoba masih menghadapi
berbagai tantangan. Dinamika modus operandi jaringan narkotika yang terus
berkembang, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus,
belum optimalnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, serta belum
terintegrasinya sistem informasi menjadi beberapa faktor yang memengaruhi
efektivitas implementasi strategi. Di sisi lain, meningkatnya tuntutan masyarakat
terhadap pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel mengharuskan
organisasi sektor publik, termasuk BNN, untuk mampu mengembangkan sistem

manajemen yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi



juga pada penciptaan nilai publik (public value) melalui peningkatan kualitas

pelayanan dan hasil program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi sektor publik
tidak lagi cukup diukur berdasarkan besarnya anggaran yang terserap ataupun jumlah
program yang telah dilaksanakan. Pengukuran keberhasilan organisasi harus mampu
menggambarkan keterkaitan antara perencanaan strategis, implementasi kebijakan,
pengelolaan sumber daya, kepuasan masyarakat, hingga peningkatan kapasitas
organisasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan suatu pendekatan
manajemen strategi yang mampu menghubungkan visi, misi, tujuan strategis,

indikator kinerja, dan evaluasi organisasi dalam satu kerangka yang terpadu.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengembangan manajemen
strategi organisasi adalah Balanced Scorecard (BSC) yang diperkenalkan oleh
Kaplan dan Norton. Pada awalnya, Balanced Scorecard dikembangkan sebagai sistem
pengukuran kinerja yang mengombinasikan indikator keuangan dan nonkeuangan.
Namun dalam perkembangannya, Balanced Scorecard telah berkembang menjadi
suatu sistem manajemen strategi yang mampu menerjemahkan visi dan misi
organisasi ke dalam sasaran strategis, indikator kinerja utama (Key Performance
Indicators/KPI), target pencapaian, serta inisiatif strategis yang saling terintegrasi.
Melalui empat perspektif utama, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis
internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan, Balanced Scorecard memberikan
kerangka yang komprehensif untuk mengukur sekaligus mengendalikan implementasi

strategi organisasi.

Dalam organisasi sektor publik, penerapan Balanced Scorecard memiliki karakteristik
yang berbeda dengan sektor bisnis. Fokus utama organisasi publik bukanlah
memperoleh keuntungan finansial, melainkan menciptakan pelayanan publik yang
berkualitas, meningkatkan akuntabilitas, efektivitas kebijakan, serta memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, perspektif
pelanggan dalam sektor publik lebih diarahkan kepada kepuasan masyarakat,
sedangkan perspektif keuangan lebih menekankan pada efisiensi penggunaan
anggaran dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya. Pendekatan ini dinilai sangat
relevan untuk diterapkan pada organisasi seperti BNN yang memiliki tanggung jawab

besar dalam menjalankan kebijakan publik.



Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Balanced Scorecard mampu
meningkatkan efektivitas organisasi sektor publik melalui penyelarasan antara strategi,
pengukuran kinerja, dan proses evaluasi organisasi. Namun demikian, sebagian besar
penelitian masih berfokus pada aspek pengukuran kinerja dan belum
mengintegrasikan analisis mengenai implementasi kebijakan, pengelolaan risiko
strategis, serta koordinasi antarorganisasi yang menjadi faktor penting dalam
keberhasilan penanganan narkoba. Selain itu, penelitian mengenai penerapan
Balanced Scorecard pada lembaga penegak hukum dan organisasi yang menangani isu
keamanan nasional masih relatif terbatas sehingga diperlukan kajian yang lebih
mendalam mengenai penerapan konsep tersebut dalam konteks penanganan narkotika

di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen
strategi Badan Narkotika Nasional dalam - penanganan narkoba menggunakan
pendekatan Balanced Scorecard. Analisis: dilakukan dengan mengkaji keterkaitan
antara perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, proses bisnis internal, pelanggan
(masyarakat), serta keuangan yang dipadukan dengan implementasi kebijakan dan
pengelolaan risiko strategis sebagai faktor pendukung keberhasilan organisasi.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih
komprehensif mengenai kondisi aktual implementasi strategi serta mengidentifikasi
berbagai kesenjangan yang masih terjadi dalam pelaksanaan program penanganan

narkoba.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis terhadap
pengembangan ilmu manajemen strategi sektor publik, khususnya mengenai
penerapan Balanced Scorecard dalam organisasi pemerintah yang memiliki
karakteristik tugas kompleks dan multidimensional. Selain itu, penelitian ini juga
diharapkan memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategi yang dapat
digunakan oleh Badan Narkotika Nasional dalam meningkatkan efektivitas
perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program penanganan narkoba.
Dengan penerapan sistem manajemen strategi yang lebih terintegrasi, diharapkan
upaya pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat dapat

dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, adaptif, dan berkelanjutan sehingga mampu



mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkotika.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk
memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan manajemen strategi
Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanganan narkoba menggunakan
pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian
ini tidak hanya berorientasi pada pengukuran hubungan antarvariabel, tetapi juga
bertujuan memahami secara komprehensif proses perumusan, implementasi, evaluasi,
serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan strategi penanganan narkoba
dalam konteks organisasi sektor publik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat
menggali informasi secara mendalam mengenai kondisi empiris yang terjadi di
lapangan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai

fenomena yang diteliti.

Objek penelitian difokuskan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai institusi
yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Penelitian juga melibatkan
unsur kepolisian, khususnya Polresta Kota Palembang, sebagai mitra strategis dalam
implementasi kebijakan penanganan narkoba. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan
pada pertimbangan bahwa kedua institusi tersebut memiliki peran yang saling
berkaitan dalam pelaksanaan strategi nasional penanganan narkotika, sehingga
mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai implementasi

manajemen strategi di lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki
pengetahuan dan pengalaman mengenai pelaksanaan strategi penanganan narkoba.
Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan
berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Informan terdiri
atas pejabat struktural, penyidik, personel BNN, anggota kepolisian yang menangani
tindak pidana narkotika, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan

program P4GN. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan



kompetensi, pengalaman kerja, serta keterlibatan dalam proses perumusan maupun
implementasi strategi organisasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat

kredibilitas yang tinggi.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen resmi yang
berkaitan dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen
perencanaan strategis, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan tahunan BNN,
dokumen evaluasi program, serta berbagai literatur ilmiah berupa buku, jurnal
nasional maupun internasional, prosiding konferensi, dan hasil penelitian terdahulu
yang relevan dengan manajemen strategi, Balanced Scorecard, implementasi
kebijakan, dan penanganan narkoba. Data sekunder tersebut digunakan untuk
memperkuat hasil analisis serta melakukan triangulasi terhadap informasi yang

diperoleh dari lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam
(in-depth interview), observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam
digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses penyusunan strategi,
pelaksanaan program, kendala implementasi, koordinasi antarinstansi, pengelolaan
sumber daya, serta mekanisme evaluasi kinerja organisasi. Wawancara dilakukan
secara semi-terstruktur sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang

lebih luas sesuai dengan perkembangan diskusi selama proses penelitian.

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan
aktivitas organisasi, mekanisme koordinasi antarunit kerja, implementasi program
penanganan narkoba, serta kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Teknik observasi
memungkinkan peneliti melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh

melalui wawancara sehingga meningkatkan validitas hasil penelitian.

Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang
berkaitan dengan kebijakan dan implementasi strategi organisasi. Dokumen yang
dianalisis meliputi Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP), Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan evaluasi
program, data statistik penanganan narkoba, serta dokumen lain yang relevan.

Analisis dokumen bertujuan memperoleh informasi mengenai arah kebijakan



organisasi, target kinerja, indikator keberhasilan, serta perkembangan implementasi

strategi dalam periode tertentu.

Kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan Balanced Scorecard sebagai
pendekatan utama untuk mengevaluasi manajemen strategi organisasi. Balanced
Scorecard digunakan karena mampu mengintegrasikan berbagai perspektif strategis
yang saling berkaitan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Analisis
dilakukan berdasarkan empat perspektif utama, yaitu perspektif pembelajaran dan
pertumbuhan (learning and growth), perspektif proses bisnis internal (internal
business process), perspektif pelanggan atau masyarakat (customer perspective), dan
perspektif keuangan (financial perspective). Untuk memperoleh analisis yang lebih
komprehensif sesuai karakteristik organisasi sektor publik, penelitian ini juga
mengintegrasikan dua dimensi tambahan, yaitu implementasi kebijakan berdasarkan
teori Edward III serta risiko strategis sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan

pelaksanaan strategi organisasi.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaiia,
yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan serta verifikasi. Pada tahap reduksi data, seluruh informasi hasil
wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, diklasifikasikan, serta
disederhanakan sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi
disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, tabel, maupun diagram hubungan
antarvariabel untuk mempermudah proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan
melalui penarikan kesimpulan secara bertahap dengan terus melakukan verifikasi
terhadap data yang diperoleh sehingga menghasilkan temuan penelitian yang valid

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber,
triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan
membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan
triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data pada waktu
yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Selain itu,

peneliti juga melakukan member checking, yaitu meminta konfirmasi kepada



beberapa informan mengenai hasil interpretasi data agar sesuai dengan kondisi yang

sebenarnya.

Melalui  pendekatan metodologis tersebut, penelitian diharapkan mampu
menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai penerapan manajemen strategi
Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba. Hasil analisis tidak hanya
menggambarkan kondisi aktual implementasi strategi, tetapi juga mengidentifikasi
berbagai kesenjangan antara konsep ideal dan praktik di lapangan. Selanjutnya,
temuan penelitian menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi model manajemen
strategi berbasis Balanced Scorecard yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berorientasi

pada peningkatan efektivitas penanganan narkoba di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen strategi Badan
Narkotika Nasional (BNN) dalam penanganan narkoba menggunakan pendekatan
Balanced Scorecard (BSC). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan
gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara perencanaan strategi,
implementasi kebijakan, pengelolaan sumber daya, serta pencapaian kinerja
organisasi. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan berdasarkan enam dimensi utama,
yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal,
perspektif pelanggan (masyarakat), perspektif keuangan, implementasi kebijakan, dan
risiko strategis. Keenam dimensi tersebut dianalisis secara terpadu untuk memperoleh
gambaran mengenai efektivitas strategi penanganan narkoba yang dilaksanakan oleh

BNN.

4.1 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth)

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan fondasi utama dalam
implementasi Balanced Scorecard karena berkaitan dengan kesiapan organisasi dalam
membangun kapasitas internal untuk mendukung keberhasilan strategi. Pada
organisasi sektor publik, perspektif ini mencakup peningkatan kompetensi sumber
daya manusia, pengembangan sistem informasi, inovasi organisasi, serta

pembentukan budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN telah melaksanakan berbagai program
pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan teknis, pelatihan
penyidikan tindak pidana narkotika, pelatihan intelijen, peningkatan kemampuan
teknologi informasi, serta pengembangan kompetensi manajerial. Program tersebut
bertujuan meningkatkan profesionalisme aparatur agar mampu menghadapi dinamika
kejahatan narkotika yang semakin kompleks. Namun demikian, pelaksanaan program
pengembangan SDM masith menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan
anggaran, jumlah instruktur, serta belum meratanya kesempatan mengikuti pelatihan

bagi seluruh pegawai.

Selain kompetensi individu, sistem informasi juga menjadi faktor penting dalam
mendukung pembelajaran organisasi. Penelitian menemukan bahwa pemanfaatan
teknologi informasi telah mengalami perkembangan melalui penggunaan basis data
digital, sistem pelaporan elektronik, dan integrasi informasi antarunit kerja. Akan
tetapi, integrasi data antarinstansi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan
pemerintah daerah masih belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut
menyebabkan proses pertukaran informasi sering mengalami keterlambatan sehingga

memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan strategis.

Budaya organisasi juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas strategi. BNN
telah mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada profesionalisme, integritas,
sinergi, dan pelayanan publik. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan
bahwa budaya kerja birokratis masih menjadi tantangan dalam beberapa proses
administrasi sehingga mengurangi fleksibilitas organisasi dalam merespons perubahan
situasi di lapangan. Oleh karena itu, transformasi budaya organisasi menuju organisasi
pembelajar (learning organization) menjadi kebutuhan yang sangat penting agar
institusi mampu beradaptasi dengan perkembangan modus operandi jaringan

narkotika.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perspektif pembelajaran dan pertumbuhan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penanganan narkoba.
Semakin tinggi kualitas kompetensi aparatur, semakin baik sistem informasi yang
digunakan, serta semakin kuat budaya organisasi yang mendukung inovasi, maka
semakin  tinggi pula kemampuan organisasi dalam merumuskan dan

mengimplementasikan strategi secara efektif.



4.2 Perspektif Proses Bisnis Internal

Perspektif proses bisnis internal menjelaskan bagaimana organisasi mengelola
aktivitas operasional agar mampu menghasilkan pelayanan yang efektif sesuai dengan
tujuan strategis. Dalam konteks penanganan narkoba, proses internal mencakup
kegiatan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, penelitian, koordinasi lintas sektor,

hingga evaluasi pelaksanaan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN telah memiliki berbagai standar
operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan P4GN. SOP tersebut menjadi
pedoman bagi seluruh unit kerja sehingga pelaksanaan program memiliki standar
yang sama. Meskipun demikian, implementasi SOP di lapangan masih menghadapi
berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan koordinasi antarinstansi yang belum

sepenuhnya terintegrasi.

Koordinasi merupakan salah satu aspek yang paling menentukan keberhasilan
penanganan narkoba karena permasalahan narkotika melibatkan berbagai institusi,
antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, kementerian
kesehatan, lembaga pemasyarakatan, hingga masyarakat. Penelitian menemukan
bahwa koordinasi formal telah berjalan melalui forum koordinasi dan rapat lintas
sektor, namun koordinasi operasional masih sering menghadapi hambatan akibat
perbedaan sistem administrasi, mekanisme pelaporan, dan kewenangan masing-

masing lembaga.

Selain koordinasi, proses monitoring dan evaluasi juga masih memerlukan penguatan.
Evaluasi kinerja selama ini lebih banyak menitikberatkan pada pencapaian target
administratif, seperti jumlah operasi yang dilaksanakan atau jumlah kasus yang
ditangani. Sementara itu, indikator yang menggambarkan dampak nyata terhadap
penurunan angka penyalahgunaan narkoba masih belum sepenuhnya dikembangkan.
Kondisi tersebut menyebabkan organisasi mengalami kesulitan dalam mengukur

efektivitas strategi secara menyeluruh.



Penerapan Balanced Scorecard memungkinkan organisasi menghubungkan proses
operasional dengan sasaran strategis melalui indikator kinerja yang lebih terukur.
Dengan adanya hubungan sebab-akibat antar perspektif, organisasi dapat
mengidentifikasi proses mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap

peningkatan kinerja organisasi.

4.3 Perspektif Pelanggan (Masyarakat)

Dalam organisasi sektor publik, pelanggan diartikan sebagai masyarakat yang
menerima manfaat dari pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan strategi
tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari tingkat

kepuasan, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN telah melaksanakan berbagai program
penyuluhan, sosialisasi, kampanye anti narkoba, pembentukan relawan anti narkoba,
rehabilitasi berbasis masyarakat, serta kerja sama dengan dunia pendidikan dan sektor
swasta. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat

mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.

Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih bervariasi. Di beberapa
wilayah, masyarakat menunjukkan dukungan yang tinggi terhadap program BNN,
sedangkan di wilayah lain masih ditemukan rendahnya kesadaran, minimnya
pelaporan kasus, serta adanya stigma terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik masih perlu

ditingkatkan agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi juga menjadi faktor yang sangat
menentukan keberhasilan strategi. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang
memiliki tingkat kepercayaan tinggi cenderung lebih aktif memberikan informasi
mengenai peredaran narkoba serta mendukung pelaksanaan program pemerintah.
Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi informasi, dan
akuntabilitas organisasi menjadi aspek penting dalam memperkuat hubungan antara

BNN dan masyarakat.



4.4 Perspektif Keuangan

Perspektif keuangan dalam organisasi publik lebih menekankan pada efisiensi,
efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran dibandingkan
pencapaian keuntungan finansial. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan
program penanganan narkoba memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar
karena mencakup kegiatan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, pendidikan

masyarakat, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu
hambatan utama dalam implementasi strategi. Beberapa program belum dapat
dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan alokasi dana operasional, pengadaan
sarana prasarana, maupun pengembangan teknologi informasi. Kondisi tersebut
menyebabkan organisasi harus menentukan prioritas program berdasarkan tingkat

urgensi dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan strategis.

Selain besarnya anggaran, efektivitas pengelolaan anggaran juga menjadi faktor yang
sangat penting. Balanced Scorecard membantu organisasi memastikan bahwa setiap
pengeluaran memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis sehingga penggunaan

anggaran menjadi lebih efisien dan akuntabel.

4.5 Implementasi Kebijakan

Keberhasilan strategi tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga
oleh implementasi kebijakan. Berdasarkan teori Edward III, implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan secara umum telah
berjalan melalui penyusunan pedoman teknis, rapat koordinasi, serta sosialisasi
internal. Namun demikian, masih ditemukan perbedaan pemahaman dalam
pelaksanaan program di tingkat operasional sehingga diperlukan peningkatan

koordinasi dan standarisasi implementasi kebijakan.

Dari aspek sumber daya, organisasi masih menghadapi keterbatasan jumlah personel

yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang pemberantasan narkotika. Selain itu,



struktur birokrasi yang cukup panjang menyebabkan beberapa proses pengambilan

keputusan menjadi kurang responsif terhadap perkembangan situasi di lapangan.

Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan komitmen seluruh pelaksana
organisasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur, penyederhanaan birokrasi,
serta penguatan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendukung

keberhasilan strategi penanganan narkoba.

4.6 Risiko Strategis

Risiko strategis merupakan faktor yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan
organisasi apabila tidak dikelola secara baik. Dalam konteks penanganan narkoba,
risiko strategis meliputi perubahan pola peredaran narkotika, perkembangan teknologi
digital yang dimanfaatkan jaringan kriminal, keterbatasan sumber daya organisasi,

perubahan kebijakan pemerintah, hingga rendahnya partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan risiko di lingkungan BNN masih
lebih banyak bersifat reaktif dibandingkan preventif. Organisasi cenderung
melakukan tindakan setelah munculnya permasalahan, sementara sistem identifikasi

dan mitigasi risiko belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan strategis.

Pendekatan Balanced Scorecard yang dipadukan dengan manajemen risiko
memungkinkan organisasi mengidentifikasi potensi hambatan sejak tahap
perencanaan sehingga strategi yang dirumuskan menjadi lebih adaptif terhadap
perubahan lingkungan. Dengan demikian, risiko tidak hanya dipandang sebagai
ancaman, tetapi juga sebagai dasar dalam menyusun strategi yang lebih efektif dan

berkelanjutan.

Pembahasan Umum

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Balanced
Scorecard memberikan kerangka yang komprehensif dalam mengevaluasi manajemen
strategi Badan Narkotika Nasional. Keenam dimensi yang dianalisis saling berkaitan
dan membentuk hubungan sebab-akibat yang memengaruhi efektivitas penanganan
narkoba. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia akan memperkuat proses

bisnis internal, proses internal yang efektif akan meningkatkan kualitas pelayanan



kepada masyarakat, dukungan anggaran yang memadai akan memperlancar
implementasi program, sedangkan implementasi kebijakan yang baik dan pengelolaan

risiko strategis akan memastikan keberlanjutan strategi organisasi.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tantangan utama BNN bukan terletak
pada ketiadaan strategi, melainkan pada optimalisasi implementasi strategi secara
konsisten, terintegrasi, dan berbasis indikator kinerja yang terukur. Oleh karena itu,
penerapan Balanced Scorecard sebagai sistem manajemen strategi tidak hanya
berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian,
evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan dalam mendukung efektivitas penanganan

narkoba di Indonesia.
Kesimpulan

Pendekatan Balanced Scorecard terbukti mampu menjadi instrumen manajemen
strategi yang efektif dalam mendukung penanganan narkoba. Keberhasilan strategi
dipengaruhi oleh peningkatan kompetensi SDM, efektivitas proses internal, partisipasi
masyarakat, pengelolaan anggaran, implementasi kebijakan, dan pengendalian risiko

strategis.

BNN perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas aparatur,
mengembangkan sistem informasi terintegrasi, serta menerapkan indikator kinerja
berbasis Balanced Scorecard agar efektivitas penanganan narkoba dapat terus

meningkat.
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